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MOTTO

|. Hanya ada satu cara untuk memerangi kejahatan umum kehidupan, vaitu
dengan senjata kesempurnaan moral, agama dan spiritual. "

2. Jangan merasa malu oleh kesalahan-kesalahanmu Tidak ada yang dapat
memberikan pelajaran ysng lebih berharga, selain pemahaman terhadap

kesalahan-kesalahan kita Inilah salah saty bentuk paling efekuf dari
pendidikan diri.”’

S Tolstroy, Leo (Ed). 2003 Kalender Keanfan Pikiran Bijuk Han ke MHan Jogyukarta: Bentang
Budaya Halaman 97

" Carlyle, ibid Hataman 56
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RINGKASAN

Perlindungan dan penghormatan hak-hak tersangka salah satu implementasinya
adalah adanya asas praduga tak bersalah (presumpiion of innocence) yang
keberadaannya dijamin secara tegas dalam Penjelasan Umum butir 3¢ KUHAP,
Pasal 18 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 8
UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Berkaitan dengan asas
praduga tak bersalah (presumption of innocence), dalam penegakan hukum
muncul penyimpangan-penyimpangan vang contoh konkritnva adalah kasus yang
menimpa Bambang Kurmiawan yang ditembak kakinya dengan jarak dekat oleh
aparat kepolisian Mapolsek Jenggawah (ditembak dengan tujuh butir peluru).
Oleh karena itu, penulis tertarik dan terpacu untuk menulis sknpst dengan judul
“PENEMBAKAN KAKI TERSANGKA OLEH APARAT KEPOLISIAN
KAITANNYA DENGAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAIT™

Formulas1 permasalahan dalam penulisan sknpsi im ada dua yaintu. Pertama; dasar
(pertimbangan) yang digunakan aparat kepohsian melakukan penembakan
tersangka, dalam hal imi penembakan kaki Bambang kurmawan oleh aparat
kepolisian Mapolsek Jenggawah, Kedua, tindakan aparat kepolisian melakukan
penembakan kaki tersangka, dalam hal ini penembakan kaki oleh aparat
kepolisian Mapolsek Jenggawah kaitannya dengan asas praduga tak berasalah dan

pertanggungjawabannya secara hukum.

Tuuan yang ingin dicapa dalam penulisan sknipsi it adalah: Pertama; untuk
mengetahuw dan mengkan lebih mendalam dasar (pertimbangan) vang digunakan
aparat kepolisian melakukan penembakan tersangka, dalam hal ini penembakan
kaki Bambang Kurniawan oleh aparat kepohsian Mapolsek Jenggawah Kedua,
untuk mengetahui dan mengkaji lebth mendalam penembakan oleh aparat

kepolisian, dalam hal ini penembakan kaki Bambang Kurmawan oleh aparat

X1l
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kepolisian Mapolsek Jenggawah kaitannya dengan asas praduga tak bersalah. dan
pertanggungjawabannya secara hukum.

Metode penclitian dalam skripsi ini yaitw Perrama: pendekatan masalah yang
digunakan adalah pendekatan yuridis normatif Kedua, sun.ber bahan hukum ada
dua macam vaitu bahan hukum primer dan sekunder. T'iga; metode pengumpulan
bahan hukum yaitu dengan menggunakan metode bola salju  dan metode
sistematis. Lmpat; analisis bahan hukum dalam skripst ini adalah menggunakan
preskriptif normatif

Berdasarkan pengamatan penulis, kasus penembakan kaki Bambang Kumiawan
oleh ap;arut kepolisian Mapolsek Jengeawah dengan tujuh butir peluru
menunjukkan adanya disharmony antara pertimbangan yang seharusnya diinsafi
sebagaimana termuat dalam Pasal 3 beserta penjelasannya Resolusi Majelis
Umum PBB No. 34/169 Tanggal 17 Desember 1979 Tentang Pedoman Perilaku
Petugas Penegak Hukum dengan kondisi riil dilapangan, yaitu ketika penembakan
itu dilakukan serta tidak sesuai (bertentangan) dengan asas kewajiban seperti; asas

keperluan, asas masalah sebagai patokan, asas tujuan, dan asas keseimbangan.

Penembakan kaki Bambang Kumiawan oleh aparat  kepolisian  Mapolsek
Jenggawah bertentangan dengan asas praduga tak bersalai (presumption of
nnocence), schingga dapat dikategorikan scbagai pelanggaran terhadap norma-
norma hukum pidana (violations of eriminal law) atau dapat juga dikatakan
sebagai penggunaan kekerasan yang bersifat melawan hukum {(illegal use of force)
karena di dalamnya terdapat unsur penyiksaan dan  penganiayaan berat
Konsekuensi logisnya aparat kepolisian Mapolsek Jengawah dapat dimintakan
pertanggungjawaban secara pidana dan secara perdata (ganti rugi) karena akibat
tidak segera diberikan bantuan medis setelah kakinya ditembak, Bambang

Kurniawan harus cacat seumur hidup (kaki kanannya diamputas)

Xy
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Kesimpulan yang penulis dapatkan yaitu: Pertama; dasar (pertimbangan) yang
digunakan aparat kepolisian Mapolsck Jenggawah melakukan penembakan kaki
Bambang Kurmawan tidak berdasarkan atas kompetensi polisi dan peraturan
perundang-undangan yang ada (Resolusi Majelis Umum PBB No. 34/169 Tanggal
I7 Desember 1979 Tentang Pedoman Perilaku Petugas Penegak Hukum),
sehingga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran prosedur yang berlaku di
lingkungan kepolisian (violations of police procedures), Kedua, tindakan aparat
kepolisian Mapolsek Jenggawah melakukan penembakan kaki Bambang
Kurmawan bertentangan dengan asas praduga tak bersalah (presumption of
innocence) dan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap norma-norma
hukum pldarm (violations of criminal law) atau juga dapat dikatakan sebagai
penggunaan kekerasan vang bersifat melawan hukum (illegal use of force),
sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum (secara pidana dan
perdata),

Saran yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut: Perrama, seharusnya
penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian (penembakan) diatur secara khusus
dalam peraturan perundang-undangan. Kedua: berdasarkan prinsip equality before
the law, siapapun yang bersalah harus diproses secara hukum. Ketiga;, sebaiknya

pola pendidikan polri menerapkan konsep flex education

Xy
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ik y h—u
L PENDAHULU’\*% ‘

L.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara vang berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat) dan
bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machstaar), schingpa
setiap tindakan masyarakat dan aparat penegak hukum harus selalu mengacu pada
norma hukum yang ada dan tumbuh berkembang dalam masvarakat. Polisi
sebagai salah satu aparat pencgak hukum dalam arti formal juga dihadapkan pada
tanggung jawab untuk selalu respek terhadap hukum, sehingga dalam pelaksanaan
tugas dan fungsinya harus selalu mempunyai legal basic yang jelas, yang dapat
digunakan sebagai jastifikasi atas segala tindakan vang akan dilakukannya

Polisi mempunyai posisi yang strategis dalam sistem peradilan pidana
(eriminal justice system) yang menempatkan polisi sebagai subsistem vang
berfungsi sebagai gatekeeper process dalam penanganan suatu perkara, schingga
dituntut untuk selalu menjad vang terdepan dalam law enforcement. l'ugas polisi
sebagar penegak hukum dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan telah
diatur dalam KUHAP dan UL No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia. Demikian pula, hak-hak tersangka juga diatur dalam
KUHAP. Pengaturan secara berimbang ini dimaksudkan, agar dalam pemeriksaan
perkara, tersangka mendapatkan perlakuan  yang memadai  dengan tetap
menjunjung tinggi hak asasi manusia.

KUHAP yang pada awal terbentuknya dikatakan sebagai “Karya Agung”
bangsa Indonesia telah mengatur hak-hak tersangka secara jelas. Hak-hak
tersangka tersebut antara lain adalah hak untuk memberikan keterangan secara
bebas kepada penvidik dalam pemerikasaan tingkat penvidikan (Pasal 52
KUHAP). Para pembentuk KUHAP menyadan bahwa keterangan vang diperoleh
secara paksa merupakan penyimpangan yang harus dihindari dan mempunyai
konsekuensi hukum tertentu, Oleh karena itu, penjelasan Pasal 52 KUHAP
menyebutkan bahwa untuk memperoleh hasil yang tidak menyimpang dari yang
sebenamya, maka pemeriksaan tersangka harus dijauhkan dan rasa takut dan

karena itu harus dicegah adanva tekanan afdy paksaan terhadap tersangka
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Ketentuan Pasal 52 KUHAP tersebut akan lebih sempurna lagi apabila dikaitkan
dengan ketentuan Pasal 117 KUHAP yang secara tegas menyatakan: “Keterangan
tersangka atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa adanya tekanan dari
siapapun dan dalam bentuk apapun”. Mengingat betapa wurgemnya perlindungan
dan penghormatan terhadap hak-hak tersangka, maka salah satu implementasinya
adalah dengan adanya asas praduga tak bersalah ( (presumption of innocence),

Asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) keberadaannya
diatur dan dijamin secara tegas dalam Penjelasan Umum butir 3¢ KUHAP, Pasal
18 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 8 uu
No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Di dalam Penjelasan Umum
butir 3¢ KUHAP dinyatakan:

Sttllﬂp orang vang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atag
dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai
adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh
kekuatan hukum tetap.

Tampaknya apa vang diatur dalam KUHAP mengenal hak-hak tersangka
dan asas praduga tak bersalah hanya merupakan sederet atau serangkaian kata-
kata yang mempunyai makna tetapi tidak dipahami secara mendalam. Polisi
sebagai “Panglima™ dalam proses penegakan hukum seri ngkali melakukan
penyimpangan-penyimpangan. Aturan hukum yang ada diabaikan dan dianggap
sebagai batu kenkil yang menghalangi dan menghambat proses pemerikasaan,
sehingga dalam praktiknya tersangka masih dianggap sebagai obyek pemeriksaan
(sistem inqusitoir), bukan sebagai subyek pemeriksaan yang mempunyal hak
eksklusif yang keberadaannya dijamin oleh hukum

Patut disayangkan sckali, tatkala seseorang yang masih berstatus sebagat
tersangka harus diperlakukan secara tidak manusiawi (kurang diperhatikan harkat
dan martabatnya sebagar manusia), hal itu kontradiktif dengan asas praduga tak
bersalah (presumption of innocence), vang scharusnya memposisikan scorang
tersangka scbagai scorang yang tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan
yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in
kracht van gewysde), Dengan kata lain. scorang lersangka harus tetap

diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Keluhan
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masyarakat yang berkaitan dengan sikap dan perilaku polisi dalam menangani
kejahatan, baik dalam proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan maupun
penahanan menunjukkan bahwa polisi masih harus berbenah dalam meningkatkan
peranannya guna mewujudkan motto: “Polisi adalah sahabat masyarakat”,
Memang tidak mudah bagi polisi untuk mewujudkan polisi sebagai friends,
patners, and defenders of citizens. Meskipun demikian, polisi harus menghindan
diri agar tidak menjadi polisi yang cold and distant representatives of authority
vang bisa menimbulkan penyimpangan-penyimpangan dalam melaksanakan
oloritasnya.

Akhir-akhir ini, muncul berbagai penyimpangan-penyimpangan dalam
proses penegakan hukum yang tentu saja menimbulkan suatu kondisi yang tidak
baik h:ligi perkembangan hukum itu sendini dan Juga kepercayaan masyarakat
terhadap hukum secara keseluruhan. Contoh konkritnya adalah kasus yang
menimpa Bambang Kumniawan (30 tahun), yang ditembak kakinva oleh aparat
Kepolisian Mapolsek Jenggawah Jember dengan 7 (tujuh) butir peluru, dengan
rincian yaitu: 5 (lima) butir peluru ditembakkan kekaki kanannya dan 2 (dua) butir
sisanya kekaki kininya, kemudian karena tdak segera mendapatkan perawatan
medis, salah satu kakinya (kaki kanannya) harus diamputasi, hal itu menunjukkan
adanya pelecechan dan pengingkaran terhadap hak-hak tersangka sebagaimana
diatur dalam KUHAP,

Perlakuan atau perbuatan aparat kepolisian Mapolsek Jenggawah terhadap
Bambang Kurmiawan dapat dikatakan sebagai makpraktuk karena perbuatan
teisebut sengaja dilakukan. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Mulads (1996:2)
sebagai berikut

Dianggap  scbagai  perbuatan  malpraktik  oleh kepolisian  (police
malpracticelpolice misconduct), apabila telah terjadi pelanggaran prosedur
vang berlaku di lingkungan kepolisian (violations of police procedures), atau
pelanggaran norma-norma hukum pidana (violations criminal law) dan secara
ckstrim dapat juga dikatakan sebagai penggunaan kekerasan vang bersifat
melawan  hukum  (illegal use of Jorce).  Sebagaimana  bentuk-bentuk
pelanggaran yang lain, maka malpraktik biasa juga berupa perbuatan yang
dilaksanakan sccara sengaja  (intentional malpractice), kesembronoan
(reckless malpracrice), atau karena kealpaan (negligence malpractice),

3
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sehinga diperlukan standar profesi (standard of professions) sebagai sarana
mekanisme kontrol (control mechanism).

Dengan memperhatikan gambaran dan fenomena mutakhir seperti yang
telah diuratkan diatas, maka penulis tertarik dan terpacu untuk membuat,
menyusun  dan  menulis skripsi  dengan judul “PENEMBAKAN KAKI
TERSANGKA OLEH APARAT KEPOLISIAN KAITANNYA DENGAN
ASAS PRADUGA TAK BERSALAH”

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis memformulasikan

pcrmaﬂa.lahun yang akan dirumuskan sebagai berikut

1. Apakah dasar (pertimbangan) vang digunakan aparat kepolisian melakukan
penembakan tersangka, dalam hal ini penembakan kaki Bambang Kurniawan
oleh aparat kepolisian Mapolsek Jenggawah ?

2. Apakah tndakan aparat kepolisian melakukan penembakan kaki tersangka,
dalam hal ini penembakan kaki Bambang Kurmawan oleh Aparat Kepolisian
Mapolsek Jenggawah tidak bertentangan dengan asas praduga tak bersalah,

dan bagaimana pertanggungjawabannya secara hukum ?

1.3 Tujuan Penclitian

Setiap penulisan suatu karva ilmiah termasuk di dalamnya skripsi selalu
ada tuuan yang hendak dicapai atau diinginkan. Adapun tujuan yang ingin
dicapai dalam penulisan sknipsi ini adalah:

I, Untuk mengetahui dan mengkaji lebih mendalam dasar (pertimbangan) vang
digunakan aparat kepolisian melakukan penembakan tersangka, dalam has ini
penembakan kaki Bambang Kurniawan oleh aparat kepolisian Mapolsek
Jenggawah,

P2

Untuk mengetahui dan mengkajt lebih mendalam penembakan vang dilakukan

oleh aparat kepolisian, dalam hal ini penembakan kaki Bambang Kurniawan
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oleh aparat kepolisian Mapolsek Jenggawah kaitannya dengan asas praduga
tak bersalah, dan pertanggungjawabannya secara hukum.

1.4 Metode Penelitian

Pada karya tulis ilmiah metods penelitian merupakan aspek epistimologis
yang penting dan harus dikemukakan secara ninci dan jelas, sehingga didapatkan
kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Soemitro (1990:35)
mengatakan: “"Metodologi merupakan suatu prosedur atau rangkaian cara yang
sistematis untuk menggali kebenaran sehingga dapat menghasilkan suatu karya
yang ilmiah” Adapun yang menjadi metode dalam penulisan skripsi ini adalah
sebagai beri kut:

L.4.1  Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah vang dipergunakan dalam skripst ini  adalah
menggunakan pendekatan yuridis normatf. Menurat  Soemitro (1990:35);
“Pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan masalah dengan menelaah
peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana hukum dan teori hukum
yang berhubungan dengan permasalahan”

Fakta yang penulis peroleh daii media massa (surat kabar) dan dan
lapangan melalui imferview langsung terhadap Bambang Kumiawan, Sigit
Sugianto, Ny. Supriati (korban perampasan motor), [bu Bamibang Kurniawan, dan
penyidik Mapolsek Jenggawah yang melakukan penyidikan terhadap kasus
tersebut dan lain sebagainya. kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang ada hubungannya dengan penggunaan senjata api
(penembakan) tersangka oleh kepolisian kaitannya dengan asas praduga 1k
bersalah, Pengkajian (penelaahan) tersebut digunakan schagai dasar dalam
melakukan pembahasan sekaligus dapat memecahkan permasalahan (problem
solving) yang ada
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1.4.2 Sumber Bahan Hukum

Suvatu karya ilmiah memerlukan bahan hukum yang benar dan lengkap
untuk mencapai dan menghasilkan  suatu karya ilmiah vyang dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga hasil penulisan sknipsi memiliki
bobot yang berkualitas. Di dalam penulisan skripsi yang menjadi samber bahan
hukum ada tiga inacam, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:
(Hadjon, 1997:1)
a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum vang diperoleh dani teks
otoritatif  vaitu peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah yang
kesemuanya bersifat mengikat. Dalam penulisan skripst ini bahan hukum primer
vang di;;crgrtmakan adalah UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
(yang selanjutnya disebut KUHAP), UU No. 39 Tahun 1999 T entang Hak Asasi
Manusia, UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,
UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, PP No. 1 Tahun
2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Resolusi Majelis Umum PBB No. 34/169 Tanggal 17 Desember 1979 Tentang
Pedoman Perilaku Petugas Penegak Hukum, serta peraturan perundang-undangan
lainnya yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.
b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan
bahan hukum primer, yuitu bahan hukum yang diperoleh baik dan literatur, buky-
buku, makalah, koran (surat kabar), internet, vang releven dengan keperluan
dalam penulisan sknipsi ini dan hasil penelitian yang dapat mendukung bahan
hukum primer lainnya, serta ditunjang dengan hasil mrerview dengan: Pertama:
tersangka (Bambang Kurmawan) yang ditembak kakinya oleh aparat kepohsian
Mapolsck Jenggawah. Kedua; Ny. Supriati selaku korban perampasan molor vang
dilakukan Bambang Kurniawan dan Sigit Sugianto. Ketiga; saksi yang melihat
langsung penembakan kaki Bambang Kurniawan oleh aparat kepolisian Mapolsek
Jenggawah, vaitu Sigit Sugianto (rekan Bambang Kurniawan ketika melakukan

perampasan motor Shogun milik Ny. Supriati), Keempar, dengan Ibu Bambang
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Kurmiawan. Kelima, dengan penyidik Mapolsek Jenggawah yang menangani
kasus perampasan motor shogun oleh Bambang Kumiawan dan Sigit Sugianto,
serta pihak-pihak lain yang juga banyak memberikan informasi kepada penulis
sepertt Ajun Komisans Polisi Dwi Rusdianyah, S H (Kasat Reskrim Resort
Jember) dan Inspektur Satu Ma’ruf, S. Sos. (Kanit Idik T Reskrim Resort Jember).
Wawancara juga penulis lakukan terhadap Bapak Khoirul. S H selaku Jaksa
Penuntut Umum (JPU) atas kasus perampasan motor oleh Bambang Kumiawan
dan Sigit Sugianto, dan lain-lain.

1.4.3  Metode Pengumpulan Bahan hukum
Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) macam metode

pengumpulan bahan hukum (Hadjon, 1997:14) yaitu:

a. Metode Bola Salju
Metode imi digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada vaity
dilakukan dengan pencarian yang dikembangkan dengan membaca artikel dan
penelusuran informas: yang diperoleh berkaitan dengan permasalahan yang
akan dibahas, selanjutnya dilakukan pencatatan referensi guna mendapatkan
bahan hukum yang diperlukan sebagai dasar penelitian.

b. Metode Sistematis
Metode ini digunakan untuk melakukan pengutipan dengan sistem kartu, yaitu
setiap kartu mewakili suatu referensi vang telah uikaji sebagm bahan hukum,
Referensi tersebut diklasifikasikan (dipisahkan) sesuai dengan idang ilmy
vang dikayi, sehingga memudahkan dalam menganalisis secara obyektf dan
1lmiah

Penggunaan kedua metode ini bukanlah berdiri sendin. melainkan ada keterkaitan

antara metode satu dengan yang lainnya
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1.4.4  Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum vang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
preskriptyf normatif, Menurut Marzuki, (2004:1) pengertian preskniptif normatif
adalah:

Analisis yang dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang
timbul mengenai fakta dan gejala yang ditimbulkan dalam hubungannya
antara  ketentuan peraturan perundang-undangan vang berlaku dan
selanjutnya dianalisis dengan memberikan presknpsi mengenai apa yang
seyogvanya atas isu hukum vang diajukan.

Analisis dalam sknpsi ini didasarkan atas suatu fakta (peristiwa) yaitu
penembakan kaki Bambang Kumiawan oleh aparat kepolisian Mapolsek
Jenggawah ditinjau dari asas praduga tak bersalah (presumption of mnocence)
sebagai “asas hukum formal yang keberadaannya dijamin secara tegas dalam
peraturan perundang-undangan sebapai suatu penilaian fundamental yang
berkenaan dengan kaedah perilaku serta mengkaji lebih mendalam mengenai
dasar (pembenaran) penembakan kaki Bambang Kurniawan oleh aparat kepolisian
Mapolsek Jenggawah, kemudian membenkan petunjuk (rekomendasi) mengenai
tindakan yang scharusnya dilakukan dalam menyikapi isu hukum vang timbul,
yaitu dasar (perimbangan) vyang digunakan aparat kepolisian Mapolsek
Jenggawah melakukan penembakan (kaki) Bambang Kurniawan harus tetap
mengacu pada norma-norma hukum yang ada (tenikat pada wewenang polisi dan
peraturan perundang-undangan) dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak
bersalah (presumption of innocence), sehingga tindakan yang dilakukan dapat

dipertanggungjawabkan secara hukum.
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2.1 Fakta

Sekitar akhir bulan November 2003, Bambang Kumiawan (30 Tahun)
Warga Desa Ampel, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, melakukan
perampasan motor Shogun dengan No. Polisi P 3735 MK milik Ny. Supnati
Warga Wuluhan yang pada saat itu bersama putrinya Aksi perampasan motor itu
dilakukan Bambang Kumiawan dan dibantu oleh Sigit Sugianto (23 Tahun)
Warga Desa Ampel, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember. Bambang
Kurniawan bertindak sebagai pengendara, sedangkan Sigit Sugianto dibonceng
(Jawa Pos Radar Jember, Jumat 2 April 2004),

Saat itu, sekitar pukul 2030 WIB korban (Ny. Supriati beserta putrinya)
melintas di depan Kantor Pos Cangkring, Kecamatan Jenggawah dengan
mengendarai motor Shogun. Melihat Ny, Supriati yang sedang membonceng
putrinya, timbul niat jahat Bambang Kumniawan untuk merampas motor yang
dikendarainya. Kemudian, Bambang Kurniawan mengajak Sigit Sugianto untuk
melakukan aksi perampasan motor tersebut. Lalu keduanya (Bambang Kurniawan
dan Sigit Sugianto) membuntuti Ny. Supriati. Ketika sampat di tempat vang sepi,
Ny. Supriati ditempel dan dipepet serta diminta berhenti. Ny. Supriati berhenti
dan Bambang Kumiawan langsung mengalungkan clurit kelehernya serta
memaksanya untuk menyerahkan motor Shogun tersebut. Takut akan dibunuh,
Ny. Supriati pun pamk. Melihat korban yang tidak segera menyerahkan motor
Shogunnya, Bambang Kumiawan peram dan menyabetkan cluntnya ke Ny
Supriati, sabetan tersebut mengenai dahi Ny. Supriati dan menyebabkan dahinya
berlumuran darah schingga. Ny, Supnati semakin panik dan akhirmya menuruti
permintaan Bambang Kurniawan, tanpa pikir panjang lagi motor Shogun itupun
langsung dibawa kabur olch Bambang Kurniawan (Berdasarkan keterangan Ny
Supriati saat dipanggil ke Kejaksaan Negeri Jember oleh Juksa Penuntut Umum,
Khotrul, S.H.),

Ny. Supriati langsung melaporkan ke Mapolsek setempat (Jenggawah),
dengan  menceritakan kronologis kejadian perampasan motor Shugunnya dan
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mengemukakan cin-ciri pelaku serta motor shogun tersebut. Berbekal keterangan
korban, polisi Jenggawah memburu pelaku (Bambang Kurniawan dan Sigit
Sugianto). Mengingat Bambang Kurniawan adalah seorang buronan atau termasuk
dalam DPO (Daftar Pencarian Orang), polisi cukup kesulitan menemukan dan
menangkapnya. Beberapa bulan kemudian (tepatnya pada awal bulan Januari
2004), Bambang Kurniawan tertangkap di rumahnya. Namun saat mau ditangkap,
Bambang Kurniawan mencoba melarikan diri. karena takut buruannya lepas,
aparat kepolisian Jenggawah langsung memberikan tembakan dan mengenai kaki
Bambang Kumniawan (Versi/keterangan penyidik dibantah oleh Bambang
Kumniawan dan Ibu kandungnya yang juga diperkuat oleh Sigit Sugianto).

Menurut keterangan Bambang Kurniawan yang dibenarkan oleh Tbu
kandunénya, pada waktu ditangkap di rumahnya Gambang Kurmawan tidak
melawan dan polisi tidak melakukan penembakan, bahkan pada saat mau
ditangkap Bambang Kurniawan maupun [bunya ndak diperlihatkan Surat
Penangkapan Bambang Kurniawan. Seminggu kemudian Bambang Kumiawan
dan Sigit Sugianto (yang sebelumnya juga tertangkap) oleh polisi dibawa ke TKP
(Tempat Kejadian Perkara) dengan alasan untuk kepentingan rekonstruksi. Di
TKP ilah Bambang Kurniawan disuruh melarikan din, tetapt karena tidak mau
akhimya ditembak kakinya dengan jarak dekat (pistol ditempelkan kekakinya
kemudian ditembakkan) Sebanysk 7 (tujuh) butir peluru ditembakkan kekaki
Bambang Kurniawan, dengan rincian 5 (lima) butir peluru di kaki kanannya dan 2
(dua) butir peluru di kaki kirinya, Setelah itu, Bambang Kurniawan dan Sigit
Sugianto dibawa ke Mapolsek Jenggawah dan dimasukkan kedalam sel/tahanan
kembali (Keterangan Bambang Kumiawan dibenarkan oleh Sigit Sugianto yang
pada saat penembakan juga dibawa ke TKP dan melihat langsung peristiwa
penembakan tersebut).

Seminggu dibiarkan tanpa perawatan medis dan peluru yang masih di
dalam dikaki Bambang Kumniawan belum dikeluarkan, akhirnya luka di kaki
kanannya membusuk  Kondisi tersebut diperparah lagi karena Bambang
Kurniawan mengidap penyakit Kadar Guia Tinggl  (Diabetes  Mellitus),

Selamutnya, Bambang Kurniawan dibawa ke Puskesmas sctempat (Jenggawah),
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karena kondisi kakinya yang sudah membusuk, pihak Puskesmas menyarankan
untuk segera dibawa ke RSUD dr. Subandi Jember. Bambang Kumniawan pun
dibawa ke RSUD dr. Subandi, Karena kondisi kakinya sudah tidak
memungkinkan untuk diobati (busuk), kaki kanan Bambang Kurniawan terpaksa
harus diamputasi. Fini Bambang Kumniawan hanya mempunyai satu kaki dan
harus mulai belajar berjalan dengan menggunakan satu kaki atau dengan bantuan
penyanggah (kaki palsu).

2.2 Dasar Hukum
1. Undang-Undang No 8 Tahun1981 Tentang Hukum Acara Pidana
Penjelasan Umum butir 3¢ KUHAP

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau
dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai
adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh
kekuatan hukum tetap.

t

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

a) Pasal 3 ayat (2)
“Setiap orang berhak atas pengakuan, Jaminan, perlindungan dan
perlakuan hukum yang adil serta mendapatkan kepastian hukum dan
perlakuan yang sama di depan hukum”

b) Pasal 18 ayat (1)

Setiap orang yang ditangkap, ditahan dan  dituntut karena disangka
melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai
dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan
diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya,
sesuni dengan peraturan perundang-undangan.

¢) Pasal 33 ayat (1)
“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atay

perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat  dan
martabat kemanusiaannya”
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d) Pasal 34
“Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan,
diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang™.
. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200 Tentang Pengadilan Hak Asasi
Manusia.
a) Pasal 4 huruf f

Penganiayaan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang vang
mengakibatkan penderitaan yang berat bagi orang lain baik fisik maupun
mental dengan maksud untuk memperoleh keterangan atau pengakuan baik
dan yang bersangkutan maupun orang ketiga, atau untuk menakut-nakuti atau
memaksa yang bersangkutan atau orang ketiga atau dengan alasan yang
bersifat diskriminatif dalum segala bentuknya.

b) Pasal 8

Setiap pejabat yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf f dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup,
atau pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3
(tiga) tahun

- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia
a) Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat:

b. menegakkan hukum; dan

¢. membenkan  perlindungan, pengayoman, dan  pelayanan kepada
masyarakat.

b) Pasal 14 ayat (1)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap
kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan:

b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban,
dan kelancaran lalu lintas di jalan;

c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat,
kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakal terhadap
hukum dan peraturan perundang-undangan,

d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;

e. memehhara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

e
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f. melakukan koordinasi pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap
kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil. dan bentuk-bentuk
pengamanan swakarsa;

g melakukan penyelidikan dan penvidikan terhadap semua tindak pidana
sesual dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan
lainnya;

h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian,
laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas
kepolisian;

i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda masyarakat, dan
lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atay bencana termasuk
memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi
manusia;

J. melayani kepentingan warga masvarakat untuk sementara sebelum
ditangani oleh instansi dan/atau pihak vang berwenang;

k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya
dalam lingkup tugas kepolisian; dan

I melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

¢) Pasal 18

(1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia
dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut
penilaiannya sendir

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (1) hanva dapat
cilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan
Peraturan  Perundang-undangan, serta Kode Ftik Profesi Kepolisian
Negara Republik Indonesia

d) Pasal 19

(1) Dalam melaksanakan tupas dan wewenangnya, Pejabat Kepolisian
Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma
hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta
menjunjung tingg hak asasi manusia.

(2) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya schagai mana
dimaksud dalam ayat (1), Kepolisian Negara Republik  Indonesia
mengutamakan tindakan pencegahan.

5. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 8

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau
dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada
putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh
kekuatan hukum tetap.
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6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. | Tahun 2003 Tentang
Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
a) Pasal 11

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan dengan
tidak dengan hormat apabila:

a. melakukan tindak pidana;

b. melakukan pelanggaran;

¢. meninggalkan tugas dan hal lain.

by Pasal 13

(1)Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan
dengan tidak hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia
karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolistan Negara Republik
Indonesia, sumpalvjani jabatan, dan‘atau Kode FEtik Profesi Kepolisian
Negara Republik Indonesia.

(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah
melalui sidang Komisi Kode FEtik Profesi Kepolisian Negara Republik
Indonesia,

¢) Pasal 14 ayat (1) huruf b

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan
tidak hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila:
melakukan  perbuatan dan  berperilaku  yang dapat merugikan dinas
Kepohsian,

Di dalam penjclasan pasal tersebut dinyatakan:

Berperilaku - merugikan dapat berupa antara lain, yailu  penggunaan
kekuasaan di luar batas, sewenang-wenang, atau secara salah, schingga dinas
atau perorangan menderita kerugian,

2.3 Landasan Teori
2.3.1 Asas Hukum

Gagasan tentang asas hukum sebagai penilaian fundamental dalam suatu
sistem hukum banyak dibahas dan kita temukan kembali dalam karya-karya dari
banyak para teoritisi hukum. Scholten (dalam Bruggink, 1999:119) misalnya
menguraikan (memberikan defimsi) asas hukum sebagai berikut:

Pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di luar di belakang sistem
hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan perundang-undangan dan

-
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putusan-putusan hakim. yang berkenaan dengannya ketentuan-ketentuan dan
keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya
Berdasarkan definisi tersebut tampak jelas peranan dan asas hukum
sebagai suatu tipe kaedah berkenaan dengan kaedah perilaku, karena asas hukum
Juga memberikan arah pada perilaku vang dikehendaki. Menurut Larenz (dalam
Bruggink, 1999:121) menjelaskan asas hukum sebagai berikut:

“Rechtsprizipeien sind  lietende eedanken jener (moglichen order
bestehenden) rechlichen regelung, die seblst noch keine der “unwendung "
fachige regeln sind, uber in solche umgesetzt werden konnen ™

(Gagasan yang membimbing aturan hukum yang mungkin ada atau vang
sudah ada, vang artinya sendiri bukan merupakan aturan yang dapat
diterapkan, tetapi vang dapat diubah menjadi demikian)

Alexy (dalam Bruggink, 1999:121) mengatakan. “Asas hukum adalah
optinierungsgebole yang berarti aturan yang mengharuskan bahwa sesuaty
berdasarkan kemungkinan-kemungkinan yuridis dan faktual scoptimal mungkin
dapat direalisasikan™, Dalam uratan-uraian tersebut tampak bahwa asas hukum ity
berisi ukuran nilai. Bruggink (1999:132-133) mengatakan:

Sebagar kaedah hukum penilaian, asas hukum ity mewujudkan kaedah
hukum tertinggi dan suatu sistem hukum positif Ttu scbabnya asas hukum
itu adalah fondasi dan bersifat umum, schingga perlu konkntisasikan
misalnya melalui generalisasi putusan hakim dan aturan-aturan hukum
positif.

Berdasarkan hal tersebut maka asas hukum tetap scbagai kacdah penilaian.
Ukuran nilai itu sulit untuk diwujudkan sepenuhnya, sehingga asas hukum dapat
tetap berada berhadapan dengan sistem hukum positif dan berfungsi sebagai batu
uji kritis (kritische toetssteen).

Penulis-penulis lain berpendapat bahwa orang scbaiknya jangan terlalu
banyak menggolong-golongkan asas hukum. Begitulah Meuwessen (dalam
Bruggink. 1999:135) vang mencoba membenkan suaty penggolongan yang
sederhana. Beliau menpadakan pembedaan antara asas fukum materiil dan asas
hukum formeal,

Asas mateniil adalah yang berikut ini:

I. Asas respek terhadap kepnibadian manusia sebagai demikian, yang
dikonkritisasikan lebih lanjut dalam;
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2. Asas respek terhadap aspck-aspek kerohanian dan kejasmanian dari
keberadaan sebagai pribadi, yang dipikirkan dalam hubungannya dengan
pribadi-pribadi lain memunculkan:

3. Asas kepercayaann (Vertrouwensbeginsel), vang menuntut timbul balik
dan memunculkan:

4. Asas pertanggungjawaban. Dua asas terakhir menentukan struktur
masyarakat dan memunculkan;

5. Asas keadilan

Disampingnya terdapat tri asas hukum formal-
2. Asas konsistensi logikal,

3. Asas kepastian;

4. Asas persamaan.

2.3.2 Asas Praduga Tak Bersalah

Asas praduga tak bersalah sebagai salah satu asas hukum formal yang
terdapat dalam KUHAP, tidak sama dengan presumption of innocence (misalnya
Amerika). “Walaupun keduanya pada prinsipnys  sama-sama menganggap
tersangka tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan vang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap” (Multazaam dan Linoh, 1988:44)

Didalam Black’s Law Dictionary (Campbell, 1999:1186) presumption of
mnocence dinyatakan sebagai berikut:

“The fundamental crimmal law principle that a person may not he convicted
wf a crimes unless the government proves suilt beyond a reasonable doubs,
without any burden placed on the accused to prove innocence.

(Prinsip dasar hukum pidana yang menjelaskan bahwa tiada seorangpun
dapat dipidana kecuali pemerintah mampu membuktikan secara menyakinksan
dan masuk akal atas kesalahannya, tanpa ada kewajiban bag terdakwa untuk
membuktikan kesalahannya.

Di dalam Pasal 14 ayat (2) Perjanjian Internasional Tentang Hak-hak Sipil
dan Politik Tahun 1966 dinyatakan:

“Everyone charged with a criminal offence shall have the right to be
presumed innocent until proved guilty according 1o law ™

(Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana
berhak untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut
hukum )
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Sahetapy (dalam Multazaam dan Linoh, 1988:9) mengatakan sebagai
henkut:

Presumption of innocence tidak dapat begitu saja diterjemahkan dengan asas
praduga tak bersalah, walaupun sepintas adalah sama. Namun, harus diingat
bahwa raison d'etre dari presumption of innocence baru mempunyai arti dan
konsekuensi dalam adversary system, padahal adversary system tidak dikenal
dalam KUHAP

Mengenai keberadaan presumption of immocence dalam sistem peradilan
pidana Amerika Joseph (1990:213) mengatakan:

“Our criminal justice system, based on the constitution, has alwavs presumed
these charged with crimes to be innocence untill proven guilty”
(Sistem pidana kita, berdasarkan pada konstitusi (UL). vang selaly
menganggap tuduhan atas suatu kejahatan itu tidak bersalah sampai terbukti
kesalahannya).
Ada scbuah ekspresi yang biasa digunakan oleh lawyer dalam suatu
persidangan (Joseph, 1990:213) sebagai berikut:

"Bad fact make for bad law. The indwiduals involved in the case described in
this chapter are not very appealing "
(Fakta yang buruk menyebkan hukum menjadi buruk. Seseorang yang terlibat
kasus menggambarkan bagian ini tidak begitu menarik)

Amerika dengan due process modelnya salah satu cirinya presumption of

INAOCENCE:

Menghendaki semua aturan hukum harus dituruti atay ditaati. schingga
penyelesatan perkara pidana itu sangat lambat (fow speed). Dengan dermkian
tidak perlu adanya efisiensi sebagaimana crime control model (Multazaam
dan Linoh, 1988.9)

Presumption of innocence menekankan pada adversary system, “Sehingga
adanya pengacara (fawyer) menjadi titik sentralnya™ (Multazaam dan Linoh,
1988.7). Mengenai keberadaan dan peranan penasehat hukum dalam presumpiion
of innocence Adji (1976:251) mengemukakan: “Bantuan hukum dihubungkan
dengan asas presumpition of innocence dapat diikuti dengan ketentuan bahwa,
adalah hak sescorang yang tersangkut perkara pidana untuk dapat mengadakan
pembelaannya’™
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Sehubungan dengan penamaan (penvebutan) asas praduga tak bersalah ini,
ada sebagian teoritisi Indonesia yang menyebut asas praduga tak bersalah dengan
presumption of innocence misalnya Husein (1991:39) mengatakan:

Asas praduga tak bersalah atau juga dikenal dengan asas presumption of
mnocence, yang pada dasarmya ingin menyatakan seorang terdakwa itu harus
dianggap tidak bersalah, yaitu sebelum kesalahannya itu dinyatakan sebagai
telah terbukti oleh pengadilan dan putusan pengadilan vang menyatakan
demikian itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau mempunyai
kracht van gewijsde.

Asas praduga tak bersalah merupakan cerminan atas penghormatan
terhadap HAM. Hal im seperti yang dikatakan oleh Sabuan er. ol (1990:74)
sebagal bernkut:

Asas praduga tak bersalah yang lazim juga disebut dengan asas presumption
of wnnocence merupakan cerminan dari penghormatan terhadap hak asasi
manusia (HAM) dimana setiap orang vang disangka, ditangkap, ditahan,
dituntut atau dihadapkan di muka sidang Pengadilan, wajib diangap tidak
bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannva
dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (Kracht van Gewijsde)

Berkaitan dengan Asas Praduga Tak Bersalah sebagai salah satu Hak
Asasi Manusia Hamzah (1994:6) mengatakan:

Pelaksanaan hukum acara pidana dan hukum substansi sebenarnya langsung
berhadapan dengan hak asasi manusia (HAM). Hak asasi vang paling utama,
vaitu hak hidup, Justru hukum pidana mengenal pidana mati. Hak kebebasan
bergerak langsung dicabut dengan penahanan dan pidana penjara vang
dikenal dalam hukum acara pidana dan hukum pidana. Dikenal pula adagium
praduga tak bersalah (presumptin of innocence) sebagai salah saty hak asasi
manusia yang tercantum didalam The Universal Declaration of Human Right
Hukum acara pidana dan hukum pidana mengenal penangkapan kemudian
penahanan yang dasar untuk melakukannya ialah jika tersangka diduga keras
(ernstimg  vermocden) telah melakukan delik. Jadi, untuk melakukan
penangkapan yang kemudian disusul dengan penahanan, tersangka harus
diduga keras telah melakukan delik, jadi langsung bertentangan dengan
adagium presumption of innocence,

Senada dengan hal tersebut Amrullah (1997:24) menyatakan sebhagu
berikut;

Ketika Hukum Acara Pidana yang diatur di dalam HIR masih dipakai dalam
sistem  hukum  kita, pihak penyidik dalam melakukan pemeriksaan
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pendahuluan, selalu cenderung mengejar pengakuan bersalah dari tersangka.
Untuk memperoleh pengakuan bersalah itu, tidak Jarang penyidik melakukan
tindakan-tindakan pemaksaan, penekanan dan bahkan penyiksaan secara fisik
dan mental tersangka dengan tidak menghiraukan sama sekali asas praduga
lak bersalah,

Mengenai kedudukan tersangka dalam pemeriksaan pada saat Indonesia
masih berpedoman pada HIR Syaharani (1983:93) berpendapat:

Dalam pemenksaan terhadap tersangka, HIR menganut sistem inqusitomr
yang menganggap tersangka sebagai obyek pemeriksaan dan bukan sebagai
subyek. Akibatnya, terjadilah hal-hal yang mengerikan yang menimpa din
tersangka, karena diperlakukan diluar batas kemanusiaan.

Setelah KUHAP disahkan dan dinyatakan berlaku maka ada perbedaan
yang sangat mendasar mengenai hak-hak tersangka, seperti vang kemukakan oleh
Amrullah (1997:24) sebagai berikut

Berbeda dengan HIR, KUHAP yang menganut sistem accusatoir, hak-hak
tersangka sangat dijunjung tingggi karena tersangka diperlakukan secara
manusiawi dan harus dianggap tidak bersalah sampat ada putusan pengadilan
vang memperoleh kekuatan hukum tetap

Asas praduga tak bersalah ini sebenarnya dulu sudah tercantum dalam
UUD Sementara Rl Tahun 1950 tepatnya dalam Pasal 14 avar (1) yang
dinvatakan:

Setiap yang dituntut karena disangka melakukan sesuaty penstiwa pidana,
berhak dianggap tidak bersalah, sampa dibuktikan kesalahannya dalam suate
sidang pengadilan menurut aturan-aturan hukum vang berlak dan ja dulum
sidang itu diberikan segala jaminan yang telah ditentukan dan vang perlu
untuk pembela

Masyarakat umum sering menganggap tersangka tindak pidana atau
terdakwa telah bersalah schingga cenderung mendahulu putusan hakim. Seperti
vang dikatakan Prinst (1998:13) sebagai berikut:

Seseorang yang disangka sebagar pelaky dari suatu tindak pidana belumlah
dapat dikatakan scbagai bersalah atau tidak, Akan tetapi masvarakat umum
sering mendahulut putusan hakim, dimana seorang yang baru schagai
tersangka atau terdakwa pelaku dari suatu tindak pidana dianggapnya sebagai
telah bersalah. Padahal menurut hukum tidak seorangpun dapat menyatakan
seorang  bersalah melakukan perkara tersebut, sebelum  ada putusan
pengadilan atas perkara tersebut, dan putusan mana telah mempunva
kekuatan hukum yang pasti .
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Seseorang itu dapat dinyatakan bersalah apabila telah dibuktikan
kesalahannya dimuka sidang pengadilan dan putusannya tersebut telah
memperoleh kekuatan hukum tetap, berdasarkan hal tersebut Sumartini (2000:15)
berpendapat;

Oleh karena itu, tahanan-tahanan yang perkaranya belum dibawa ke
pengadilan, berdasarkan asas praduga tak bersalah mereka harus
diperlakukan secara lebih manusiawi dan penahanannya sebaiknva jangan
disatukan dengan narapidana yang dihukum Dilain pihak tersangka harus
diberi keleluasaan dalam segala hal sepanjang tidak melangear ketentuan-
ketenuan yang telah diatur. Apabila tersangka diperlakukan demikian maka,
disamping perkara berjalan dengan lancar, tersangka juga tidak mempunvai
beban tertekan. Keadaan demikian akan menciptakan bahwa asas praduga tak
bersalah itu memang benar-benar telah dihavati dan  dilaksanakan
berdasarkan hukum positif vang berlaku

2.3.3 Tersangka dan Hak-haknya dalam Hukum Acara Pidana
a. ‘lersangka
Berdasarkan Pasal | butir 14 KUHAP, yang dimaksud: “Tersangka adalah
seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdusarkan bukti permulaan
patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”
Mengomentari pasal tersebut Hamzah (1996:64) menyatakan
Dalam defimsi tersebut terdapat kata-kata (.. karena perbuatannva atau
keadaannya. .. ). Penulis berpendapat bahwa 1ty kurang tepat, karena kalau
demikian penyidik sudah mengetahui perbuatan tersangka sebelumnya,
padahal inilah yang akan disidik. Dalam hal ini, kata vang dipakai oleh Ned.
Sv yang tersebut pada Pasal 27 ayat (2), . feiten of omstandigheden”
(fakta-fakta atau keadaan-keadaan lebih tepat) Jadi, fakta-fakia atau

keadaan-keadaan yang menjurus  kepada dugaan vang patut  bahwa
tersangkalah yvang berbuat perbuatan ity

Untuk lengkapnya, ada batknya menvalin definisi Ned Sv tersebut yang
mirip pula dengan Pasal 1 butir 14 KUHAP kecuali kata-kata tersebut dimuka,

Pasal 27 ayat (1) Ned. Sv ¢

. als verdachte wordt aangemerkt degene te wieny aanzien wit of omstadig
heden cen vedelyk vermoeden van schuld aan eemng strafbaar feir
voorvioeit .., "

(. yang dipandang sebagai tersangka ialah orang karena fakta-fakta atau
keaduan-keadaan menujukkan ia patut didyga bersalah melakokan delik, ).
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Kemudian Hamzah (1996:65) melanjutkan pernyataannya:

Yang sama dengan perumusan atau definisi KUHAP ialah kata patut diduga
(vedelijk vermoeden). Oleh karena itu, pendapat sarjana Belanda terutama
suatu Dewan Redaksi yang menyusun atas Ned. Sv, yaitu Duisterwinkel ef al
biasanya yang menafsirkan patut diduga melakukan delik ialah penvidik dan
penuntut umum. Namun demikiar, seharusnya penafsiran itu harus obyektif,
Mengenai 1stilah tersangka yang ada dalam Wetboek van Strafvordering
Belanda Hamzah (1996:64) mengatakan:

Wetboek van Strafvordering (Belanda), istilah tersangka dan terdakwa (ndak
lagt memakai dua istilah beklaugde dan verdachre tetapi hanyva memakai satu
istilah  untuk kedua macam pengertian itu, vaitu istilah verdache sebelum
penuntutan  paralel dengan pengertian tersangka dalam KUHAP kita
Sedangkan pengertian verdachie sesudah  penuntutan paralel dengan
pengertian terdakwa seperti tersebul pada Pasal | butir 15 KUHAP. Yang
sama dengan istilah KUHAP 1alah Inggns dibedakan pengertian The Suspect
yaitu sebelum penuntutan dan The Accused yaitu sesudah penuntutan.
Sedangkan Menurut  Simorangkir  eral  (dalam  Prinst, 1998 14
“Tersangka adalah seseorang yang telah disangka telah melakukan suatu tindak
pidana  dan 1a masih dalam taraf  pemeriksaan pendahuluan  untuk
dipertimbangkan, apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa
dipersidangan”,

b. Hak-hak Tersangka dalam Hukum Acara Pidana

Kamus hukum (Hamzah, 1986:226) menyatakan: “Hak (Arab) adalah
kebebasan untuk berbuat sesuatu berdasarkan hukum, kekuasaan vang benar atas
sesuatu berdasarkan hukum”.

Di dalam Kamus Hukum (Puspa, 1977:410) “Hak (Rech) Bahasa
Belanda adalah kebebasan berbuat sesuatu menurut hukum” Sedangkan dalam
Terminologi Hukum  Inggns-Indonesia (Ranuhandoko, 1996:487) dinyatakan:
“Right adalah hak yang legal, dasar untuk melakukan tindakan secara hukum®

Apeldoom (dalam Kansil, 1989:120) mengatakan: “Hak ialsh hukum vang
dihubungkan dengan scorang manusia atau subvek hukum tertentu dan dengan

-
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demikian menjelma menjadi suatu kekuasaan dan suatu hak timbul apabila hukum
mulai bergerak misalnya: menurut hukum si A berhak atas suatu ganti rugi”.

Pada hakikatnya hak 1tu dapat dibedakan antara Huk Murlak Hak Absolut
dan Hak Nishi Hak Relatif (Kansil, 1989:121).

a) Hak Mutlak (Hak Absolut)

Hak mutlak ialah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang
untuk melakukan sesuatu perbuatan, hak mana dapat dipertahankan kepada
siapapun juga, dan sebaiknya setiap orang juga harus menghormati hak
tersebut.
Hak mutlak dapat pula dibagi dalam tiga golongan, vaitu
(1) Hak Asasi Manusia, misalnva: hak seorang untuk dengan bebas

bergerak dan tinggal dalam suatu negara,
(2) Hak Pubhk Mutlak, misalnya. hak negara untuk memungut pajak dari

rakyatnya;

13) Hak Keperdataan, misalnya:

- Hak Mantal, yaitu hak seorang suami untuk menguasai isterinya

dan harta benda isterinya,

- Hak/Kekuasaan Orang Tua (Ouderlijke Machr):

- Hak Perwalian ( Voogdiy),

- Hak Pengampuan (Cruratele),

b) Hauk Nisbi (Hak Relatif)

Hak nisb (hak relatif) adalah hak yang memberikan wewenang kepada
Seorang tertentu atau beberapa orang tertentu untuk menuntut agar supava
seseorang  atau  beberapa orang lam  tertentu  memberikan  sesuatu,
melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu Hak relatif sebagian
besar terdapat dalam hukum perikatan (bagian dari hukum Perdata) vang
timbul berdasarkan persetujuan-persetujuan dari pihak vang bersangkutan.

Menurut Prinst ( 1998:16) pengertian hak adalah

Sesuatu yang diberikan kepada sescorang tersangka, atau terdakwa, apabila
hak tersebut dilanggar, maka hak asasi dari tersangka atau terdakwa telah
dilanggar atau tidak dihormati. Bekal pertama menangani perkara pidana,
adalah pemahaman hak-hak tersangka/terdakwa vang diatur di dalam
KUHAP. Pelangparan atas hak ini merupakan pelanggaran atau pemerkosaan
terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), dalam hal ini hak tersangka atay
terdakwa

Berkaitan dengan pengaturan hak-hak tersangka vang diatur didalam

KUHAP Yudowidagdo, e, af (1987:60} mengatakan:

Pendekatan yang digunakan dalam pengaturan hak-hak tersangka/terdakwa
dalam XUHAP ini ialah mendasarkan pada asas. keseimbangan, keselarasan
dan  keserasian, dimana  disatu  pihak  memberikan  hak kepada
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tersangka/terdakwa dan untuk merealisir hak ini undang-undang menentukan
membenkan kewajiban dalam pemenuhannya secara maksimal.

Pengaturan hak-hak tersangka didalam KUHAP adalah termuat dalam

Bab VI yang berjudul “Tersangka dan Terdakwa”, yaitu dan Pasal 50 sampai
dengan Pasal 68 KLIHAP, dan juga termuat dalam Pasal 95 dan 97 KUHAP.

a)

)

Adapun hak-hak tersangka yang tercantum dalam KUHAP, vaitu:
Tersangka berhak segera memperoleh pemeriksaan oleh penvidik dan
selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum dan berhak juga supava
perkaranya segera diajukan ke Pengadilan oleh penuntut umum (Pasal 50 ayat
(1) dan (3) KUHAP).

[ dalam penjelasan pasal tersebut dinvatakan:

Diﬁerikannya hak kepada tersangka dalam pasal im adalah untuk menjauhkan
kemungkinan terkatung-katungnya nasib seorang yang disangka melakukan
tindak pidana terutama mereka yang dikenakan penahanan, jangan sampai
lama tidak mendapat pemenksaan sehingga dirasakan tidak adanva kepastian
hukum, adanya perlakuan sewenang-wenang dan tdak wajar )

Berkaitan dengan pasal im, Karjadi dan Soesilo ( 1997:55) mengatakan:

Ketentuan tersebut seperti dalam pasal ini memang dapat menambah tekanan
kepada penyvidik, penuntut umum dan hakim supaya bekerja dengan sebaik-
batknya untuk menjaga jangan sampai nasib seorang tersangka atay
terdakwa, apabila dikenakan penahanan menjadi amat terkatung-katung
sehingga mereka itu amat dirugikan,

Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang
dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu
permenksaan dimula (Pasal 51 .a KULIAP),

Dalam penjelasan pasal tersebut dinvatakan:

Dengan diketahin dan dimengerti oleh orang vang disangka melakukan
tindak pudana tentang perbuatan apa vang sebenarnya disangka telah
dlakukan olehnya, maka 1a merasa akan tegamin kepentingannya untuk
mengadakan persiapan dalam usaha pembelaan. Dengan demmkian ia akan
mengetahu berat nngannya sangkaan terhadap dinnya sehingpa selanjutnya
i dapal mempertimbangkan tingkat atay pembelaan vang dibutubkan,
misalnya perlu tidaknya 1a mengusahakan bantuan hukum untuk pembelaan
tersebut
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d)

e)
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Karjadi dan soesilo (1997:56) mengemukakan:
Sesuai dengan hak yang diberikan kepadanya maka tersangka pada waktu
diperiksa oleh penyidik dan kemudian sebagai terdakwa di muka pengadilan
mula-mula diberi tahu terlebih dahulu perihal tindak pidana apa vang
ditudubkan kepadanya dengan sejelas-jelasnya, kalau perlu memakai bahasa
daerah atau bahasa asing yang dipahami dengan perantaraan juru bahasa yang
disediakan
Tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penvidik
dalam pemeriksaan tingkat penyidikan (Pasal 52 KUHAP),
Dalam penjelasan pasal ini dinvatakan supaya pemerniksaan dapat mencapai
hasil yang tidak menyimpang dari yang sebenarya maka tersangka harus
dyauhkan dar resa takut
Prinst (1998:17) mengatakan: “Oleh karena itu sceala bentuk kekerasan,
menakut-nakuti, dan intimidasi tidak boleh dilakukan. Akan tetapr masalahnya
bagaimana mencegah lenjadinya penyiksaan, menakut-nakuti atau intimidasi
tersebut”
Tersangka berhak mendapat bantuan juru bahasa dalam setiap proses
pemenksaan pada tingkat penvidikan dan pengadilan (Pasal 53 avat (1)
KUHAP),
Dalam penjelasan pasal im dinyatakan: “Tidak semua iersangka mengerti
Bahasa Indonesia dengan baik, terutama orang asing sehingga mereka tidak
mengerti apa yang sebenamya disangkakan. Oleh karena itu mercka berhak
mendapatkan juru bahasa”™,
Karjadi dan Soesilo (1997:57) mengatakan:

Juru bahasa yang ditunjuk untuk dibantukan itu harus orang yang betul-betul
memenuhi syarat. Dalam hal orang tidak boleh menjadi saksi dalam sustu
perkara, 1a juga tidak boleh menjadi juru bahasa dalam perkara itu
Selanjutnya juru bahasa tersebut harus bersumpah atau berjanyi akan
menerjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan

lersangka berhak mendapat bantuan hukum dan penaschat hukumnya selama
pada waktu dan pada tingkat pemeriksaan guna kepentingan pembelaan

tersangka serta memilih sendin penasehat hukumnya tersebut (Pasal 54 dan 55
KUHAP)
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h)

1)

Mengomentari pasal ini, Karjadi dan Soesilo (1997:58) mengatakan: “Pasal
mi memberikan hak kepada tersangka untuk memperoleh bantuan hukum dan
penaschat hukum sclama dalam suatu waktu dan pada setiap tingkat
pemeriksaan™.
Kewajiban pejabat pada semua tingkat pemeriksaan untuk menunjuk
penasehat hukum  dalam lial tindak pidana vang diancam dengan pidana mati
atau ancaman pidana lima belas tahun penjara atau lebih atau vang diancam
pidana lima tahun atau lebih bagi orang tidak mampu dan tidak mempunyai
peneschat hukum sendini dan setap penaschat hukum yang ditunjuk,
memberikan bantuannya secara cuma-cuma (Pasal 56 KUIAP),
Tersangka yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penaschat
hukﬁmnya, apabila tersangka berkebangsaan asing vang dikenakan penahanan,
berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam
menghadam proses perkaranya (Pasal 57 KUHAP),
Bantuan hukum sebagai prinsip negara hukum sangat diperlukan tersangka
dalam menyiapkan pembalaan. Hal i seperti vang dikemukakan oleh
Sumartini {2000:20) sebagai berikut,
Pembenian bantuan hukum dalam proses pidana adalah prinsip suatu negara
hukum yang dalam taraf pemeriksaan pendahuluan diwujudkan dengan
menentukan bahwa untuk keperluan menyiapkan pembelaan tersangka
terutama sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan, berhak
untuk menunjuk dan menghubungi, serta minta bantuan penasehat hukum
Tersangka yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima
kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik vang ada
hubungannya dengan proses perkara maupun tidak (Pasal 58 KUHAP),
Tersangka berhak unuk diberitahukan kepada keluarga atau orang lain vang
serumah dengannva yang ditahan  untuk mendapat bantuan  hukum  atau
jaminan bagi penangguhan penahanannya dan berhubungan dengan keluarga
dengan maksud yang sama (Pasal 59 dan 60 KIHAP)
Mengomentari pasal ini, Karjadi dan soesilo (1997:61) mengatakan:

Menurut pasal tersebut tersangka berhak untuk menghubungi dan menerima
kunmpungan dari pihak :
(1) yang mempunyai hubungan kckclunrgnim. atay
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1)

k)

(2) yang diperlukan guna mendapat jaminan bagi penangguhan penahanan,
atau

(3) yang diperlukan untuk usaha mendapatkan bantuan hukum: selain dari
ketiga hal tersebut tidak diperkenankan.
Tersangka berhak dikunjungi sanak keluarga yang tidak ada hubungannya
dengan perkara tersangka, untuk kepentingan pekerjaan  dan  untuk
kepentingan kekeluargaan (Pasal 61 KUHAP).
Tersangka berhak melakukan hubungan surat-menyurat dengan penasehat
hukumnya dan baginya disediakan alat tulis menulis. Surat menvural antara
tersangka dan penasehat hukumnya tidak diperiksa penyidik, penuntut umum,
hakim atau pejabat rumah tahanan kecuali terdapat cukup alasan untuk diduga
bahwa surat menyurat itu disalahgunakan. Jika surat tersangka itu ditihik atau
diperiksa, hal tersebut diberitahukan kepada tersangka dan surat tersebut
dikirim kembali kepada penginmnya setelah dibubuhi cap vang berbunwi
“Telah Dinlik™ (Pasal 62 KUHAP),
Tersangka berhak untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohamawan
(Pasal 63 KUHAP).

Ketentuan ini mempunyai dasar  keagamaan vang canggap suc dan
dipercaya tidak akan berbuat yang bukan-bukan, misalnya Pastor bagi agama
Katolik, Domine bagi agama Kristen Protestan, Penghulu bagi agama Islam
dan sebagainya (Karjadi dan Soesilo, 1997:63),

m) Tersangka berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan amu

n)

seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang
menguntungkan bagi dirinya (Pasal 65 KUHAP),

Mereka yamg memiliki keahlian khusus artinya keahlian dari scpala bidang,
mulai dan bidang pengetahuan yang biasa-biasa saja seperti ahli pyat badan
sampai dengan 1lmu pengetahuan yang tinggi seperti profesor dalam ilmu
psikologi (Kanadi dan Soesilo, 1997:64)

Tersangka berhak untuk tidak dibebani kewajiban pembukiian (Pasal 66
KUHAP). Ketentvan it merupakan penjelmaan dari asas praduga tak
bersalah,

Isi pasal i bukan berarti tersangka tidak perlu atau tidak diperkenankan
mengajukan bukti bahwa ia tidak bersalah, tetapr jikalau tidak kesalohannya

-
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r)
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itu dapat didasarkan atas bukti-bukti vang ada akan lebih kuat lagi (Kanjad
dan Soesilo 1997:64).
Tersangka berhak untuk menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan,
atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang
atau karena kekeliruan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan
mengenal orangnya atau hukum yang diterapkan (Pasal 68 Jo 95 avat (1)
KUHAP).
“Untuk memeriksa dan memutus perkara ganti kerugian itu Ketua Pengadilan
sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama vang telah mengadili perkara
pidana yang bersangkutan™ (Kanadi dan Soesilo, 1997.66).
Tersangka berhak menuntut rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas
atau di putus lepas darn segala tuntutan hukum vang putusannva telah
memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 68 Jo, 97 ayat (1) KUHAP),
“Ketentuan tentang ganti kerugian dan rchabilitasi im merupakan jaminan
bagi perlindungan hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana yang
dikenakan penangkapan atau penahanan vang tidak berdasarkan hukum”
(Sabuan, 1990:157).
Tersangka berhak mengajukan keberatan atau penahanan atau jenis penahanan
kepada penyidik yang melakukan penahanan itu (Pasal 123 ayat (1) KUHAP).

l'ersangka berhak mengajukan praperadilan guna memperoleh putusan apakah
penahanan terhadap din tersangka itu sah atau tdak sah menurut undang-
undang (Pasal |24 KUHAP).

2.3.4 Kewenangan dan Prosedur Penggunaan Senjata Api oleh Kepolisian

it

Kewenangan Penggunaan Senjata Api oleh Kepolisian
Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia: “Kepolisian adalah segala hal thwal yang berkaitan dengan

fungsi dan lembaga polisi sesuar dengan peraturan  perundang-undangan™

Sedangkan. “Pejabat Kepohsian Negara Republik Indonesia adalah anggota

Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  yang  berdasarkan  undang-undang
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memiliki wewenang umum kepolisian™ (Pasal 1 angka 2 UU No. 2 Tahun 2002
Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia),

Di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf | UU No. 2 Tahun 2002 lentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa, “Dalam rangka
menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 dibidang
proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:
mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab™
Di dalam ayat (2 }-nya dinvatakan:

Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf | adalah tindakan

penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat

sebapai berikut

a) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;

b) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut
dilakukan,

¢) harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;

d) pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan vang memaksa; dan

¢) menghormat hak asasi manusia™

Mengenai “tindakan lain” ini, sebenamnya didalam KUHAP sudah
dicantumkan, tepatnya didalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4. Yang
dimaksud dengan “tindakan lain™ adalah:

Tindakan dari penvelidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:

a) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;

b) selaras dengan kewajiban hukum yvang mengharuskan dilakukannya
tindakan jabatan;

¢) tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan
jabatannya,

d) atas perumbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa,

¢) menghormati hak asas) manusia

Petugas-petugas  penegak  hukum  harus mematuln  tugas-lugas vang
dibebankan padanya sesuai dengan tanggungjawab yang dituntut profesinya,
seperti yang termuat didalam Set Dediklat Scapa Polri (2002:16) yang
menyatukan:

Petugas-petugas  penegak  hukum  harus  selalu mematuln  tugas  yang
dibebankan kepadanya oleh hukum, dengan melayani masyarakat dan
mehndungi semua orang dari tindakan-tindakan di luar hukum, sesuar dengan
tingkat tanggungjawab vang tinggi yang dituntut dan profesinya Petugas
penegak  hukum  harus menghargai dan melindungs martabal manusia,
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menjunjung tinggi HAM setiap orang, melaporkan pelanggaran hukum,
undang-undang, dan prinsip-prinsip yang memajukan dan melindungi HAM,
semua tindakan polisi harus mengahargai prinsip legalitas, keperluan, non
diskriminasi, kepantasan dan kemanusiaan

Polisi di setiap masyarakat dipercayakan dengan berbagai kekuasaan untuk
menegakkan hukum dan menjaga ketertiban. Tidak dapat dipungkiri bahwa
pelaksanaan kekuasaaan ini oleh petugas polisi mempunyai pengaruh langsung
terhadap hak-hak dan kebebasan sesama warga negara. Mengingat betapa sulit
dan sensitifnya tugas yang dimiliki polisi, maka diperlukan suatu perangkat
peraturan yang jelas mengenai hal tersebut. Hal itu sepern vang termuat dalam
Set Dediklat Scapa Polri (2002:38) yaitu

Bersamaan  denpan  wewenang polisi untuk  mengeunakan kekerasan
(kekerasan mencakup penggunaan senjata api atau lainnya, kekuatan fisik,
tekanan psikis, intimidasi atau ancaman) dalam situasi tertentu dan kesulitan
tertentu, terdapat tanggung jawab vang sangat besar untuk menjamin agar
wewenang tersebut dijalankan secara sah dan efektif. Tugas kepolisian dalam
masyarakat adalah tugas sulie dan sensitive, dan diakui bahwa pengeunaan
kckerasan oleh polisi dalam situasi yang sangat nyata dan terkendah adalah
sangat sah. Akan tetapi, penggunaan kekuasann untuk menggunakan
kekerasan (termasuk didalamnya penggunaan senjata api) menyerang prinsip
yang menjadi dasar HAM yaitu penghormatan terhadap martabat yang
melekat pada diri manusia. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk
mengambil langkah-langkah untuk mencegah penyalahgunaan seperti itu, dan
memberikan pemulihan yang sangat efektif, penyelidikan dan sanksi-sanksi
apabila terjadi penyalahgunaan vang sangat serius dalum  penggunaan
kekerasan

b. Prosedur Penggunaan Senjata Api Oleh Kepolisian
Penggunaan kekerasan (penggunaan senjata api) distur dalam Pasal 3
Resolusi MU PBB No. 34/169 Tanggal 17 Desember 1979 Tentang Pedoman
Perilaku Petugas Penegak Hukum vang dinvatakan “Mengharuskan petugas-
petugas penegak hukum untuk menggunakan kekerasan hanva apabila sangat
chperlukan, dan hanya pada tingkat yang diperlukan bagi pelaksanaan tugasnya”
Pada bagian penjelasan Pasal 3 tersebut dinvatakan

Tindakan  (penggunaan) kekerasan  harus  mengacu  kepada  prinsip
proporsionalitas dan menegaskan bahwa penggunaan senjuta api dianggap

-
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sebagal langkah yang ekstrm. Pengpunaan senjata api diijinkan dalam
mempertahankan din atau melindungi orang lain dan ancaman kematian
yang nyata atau cidera yang serius, atau untuk menangkap seseorang yang
menimbulkan ancaman, Hal seperti itu, apabila cara-cara vang lebih lunak
tidak lagi mencukupi. Penggunaan senjata api yang mematikan dan disengaja,
dilarang kecuali apabila betul-betul tidak dapat dihindan untuk melindungi
nyawa.

Sebelum menggunakan senjata api terhadap orang, scorang pencgak
hukum (Polisi) harus memperhatikan prosedur yang telah ditetapkan dalam
penjelasan akhir Pasal 3 Resolusi MU PBB No. 34/169 Tangeal 17 Desember
1979 Tentang Pedoman Penlaku Petugas Penegak Hukum yang menyatakan:

(1) memperkenalkan din sebagai polisi,

(2) memberkan peringatan secara lisan dan jelas,

(3) harus memberikan waktun untuk memunekinkan peringatan tersebut
dipatuhi, kecuali jika kemungkinan besar akan mengakibatkan kematian
atau ciudera senus bagr petugas atau orang lain, atau jelas-jelas tidak
berguna atau tidak tepat dalam situasi vang ada.

D dalam pembukaan Resolusi MU PBB No 34/169 Tanggal 17
Desember 1979 Tentang Pedoman Perilaku Petugas Penegak Hukum (Set
Dediklat Scapa Poln, 2002:39), dinvatakan:

(.. pekerjaan petugas penegak hukum adalah pelayanan sosial yang sangat
penting, ancaman terhadap nyawa dan keselamatan petugas penegak hukum
harus dipandang sebagmt ancaman terhadap stabilitas masvarakat secara
keseluruhan Petugas penegak hukum memainkan peran vang sangat besar
dalam perlindungan hak atas kehidupan. Kebebasan dan keamuanan orang
tersebut, seperti yang dijamin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
dan ditegaskan kembal dalam Konvensi Intermasional Tentang Hak-Hak
Sipil dan Politik)
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3.1 Dasar (Pertimbangan) yang Digunakan Aparat Kepolisian Melakukan
Penembakan Kzki Tersangka

Elemen dasar yang harus dimiliki oleh aparat penegak hukum, khususnya
Poln adalah etos profesionalisme, mengingat tantangan yang harus dihadapt Polri
sampal saat ini adalah menyangkut peningkatan profesionalisme schingga setiap
members of police diharapkan paham, mahir, dan terampil dalam bidang tugas
yang diembannya khususnya jika dikaitkan dengan tugas Polri vang semakin berat
dan kompleks dalam era reformasi menuju terciptanya supremasi  hukum
(supremation of law) sebagai implikasi dari kehidupan demokrasi yang semakin
terbuka

Dalam rangka mewujudkan profesionaiisme tugas Polri, maka diperlukan
pengetahuan dan pemahaman atas referensi yang dapat menumang pelaksanaan
lugas di lapangan, seperti vang dikemukakan oleh Sitompul (2000:1) berikut ini:

Poln dalam melaksanakan tugasnva vaitu sebagai pemelihara keamanan
dalam negeni melalui penegakan hukum, pengayoman dan pelindung
masyarakat harus didukung oleh profesionalisme vang handal. Untuk
mewujudkannya mutlak  diperlukan  berbagai acuan (ieferensi) yang
substansinya relevan dengan berbagai aspek, diperlukan pemahaman
terhadap hal yang bisa menyesuaikan dengan perkembangan masvarakat atau
funtutan jaman, artara lain aspek yuridisnya, aspek sosiologisnya, aspek
sosial budaya, dan lain-lain.

Sebenarnya masalah penembakan iidak diatur secara tersendini dalam
peraturan perundang-undangan (tidak diatur secara khusus), akan tetapi masalah
tersebut includes di dalam “tindakan lain” yang dibenarkan oleh peraturan
perundang-undangan seperti: Pasal 16 avat (2) UU No. 2 Tahun 2002 Tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia dan didalam penjelasan Pasal ayat (1)
huruf a angka 4 KUHAP.

Dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 34/169 Tanggal 17 Desember

1979 Tentang Pedoman Perilaku Petugas Penegak Hukum, Masalah penembakan
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includes didalam tindakan (penggunaan) kekerasan oleh petugas penegak hukum.,

Pada bagian penjelasan Pasal 3 tersebut dinyatakan:
Tindakan (penggunaan) kekerasan harus mengacu kepada prinsip
proporsionalitas dan menegaskan bahwa penggunaan senjata api dianggap
sebagai langkah yang ekstrim. Penggunaan senjata api ditjinkan dalam
mempertahankan diri atau melindungi oranz lain dari ancaman kematian
yang nyata atau cidera yang senius, atau untuk menangkap seseorang yang
menimbulkan ancaman. Hal seperti itu, apabila cara-cara yang lebih layak
tidak lagi mencukupi. Penggunaan senjata api yang mematikan dan disengaja,
dilarang kecuali apabila betul-betul tidak dapat dikindari untuk melindungi
yawa.

Berdasarkan penjelasan Pasal 3 tersebut, jelas sckali bahwa dasar
(pertimbangan) yang digunakan petugas penegak hukum (dalam hal ini adalah
aparat kepolisian) sangat limitatif, artinya penggunaan kekerasan (termasuk
penembakan) benar-benar dibatasi, tujuannya adalah untuk mendapatkan jastikasi
dan sckaligus ada jaminan yuridis atas tindakan tersebut serta mencegah
terjadinya penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) dari aparat kepolisian,
sehingga diharapkan tidak terjadi kesewenang-wenangan, Didalam penjelasan
akhir Pasal 3 tersebut juga diatur mengenai prosedur penggunaan senjata api oleh
petugas penegak hukum, konsekuensi logisnya perbuatan vang tidak sesuai
dengan ketentuan tersebut merupakan malpraktik kepolisian yang tentunya ada
implikasi pidana yang akan diancamkan kepada sipelangpar,

Kalau penulis cermati, kasus yang menimpa Bambang ¥urniawan yang
ditembak kakinya oleh aparat kepolisian Mapolsek Jenggawah dengan tujuh butir
peluru, jelas terjadi disharmony antara perimbangan yang scharusnya diinsafi
oleh aparat kepohisian Mapoisek Jenggawah sebagaimana termaktub di dalam
peraturan perundang-undangan yang ada dengan kondisi riil dilapangan, yaitu
ketika penembakan Bambang Kurniawan dilakukan. Dengan kata lain, bahwa
dasar (pertimbangan) yang digunakan oleh aparat kepolisian Jenggawah tersebut
tidak mempunyai landasan yuridis formal dan dapat dikategorikan sebagai
malpraktik kepolisian, sebagaimana yang dikatakan oleh Muladi ( 1995:5) berikut
ini:

Malpraktik tersebut dapat berupa pelanggaran prosedur yang berlaku
dilingkungan kepolisian (violations of police procedures), pelanggaran
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norma-norma hukum pidana (vielations of criminal law) dan secara ekstnm
dapat juga berupa penggunaan kekerasan yang bersifat melawan hukum
(illegal use of force).

Tugas polisi schagai alat pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
maupun schagai pengawas terhadap pelaksana ketentuan undang-undang adalah
petugas-petugas pertama yang mengetahui pelangparan-pelangearan  hukum:
“Sehingga petugas polisi sering disebut sebagai hakim dalam instansi pertama
untuk mengawasi pelanggaran terhadap undang-undang™ (Sitompul, 2000:43).

Dengan kewenangan bertindak vang diberikan undang-undang, polisi
dibert hak dalam batas tertentu untuk mempertimbangkan apakah pelanggaran
hukum yang terjadi perlu ditindak melalui proses hukum atau tidak Dengan asas
dasar opurtunitas, polisi dibenarkan bertindak meskipun tindakannya tidak diatur
didalam undang-undang asalkan tindakan polisi tersebut tidak bertentangan
dengan undang-undang serta tujuan tindakannya ity untuk  memelihara,
mempertahankan, ketertiban, keamanan serta ketenteraman masyarakat demi
melindungi hak-hak seseorang, dengan tetap memperhatikan asas praduga tak
bersalah,

Setiap tindakan polisi untuk menegakkan hukum, memerlukan suatu
pengambilan keputusan yang tepat, Sitompul! (2000:44) mengatakan

Pengambilan keputusan merupakan suatu pemikiran yang menghasilkan
pemilihan daripada alternatif-alternatif’ yang ada dan memilih satu alternatif
yang paling baik dan tepat, walaupun pengambilan keputusan itu belum tentu
merupakan pengakhiran dar suatu masalah yang terjadi

Dalam melakukan penembakan Bambang Kumiawan, aparat kepolisian
Mapolsek Jenggawah cenderung tanpa memukirkan kacdah-kaedah hukum yang
mengatumya  atau tanpa  pertimbangan yang benar (layak) sehingga tidak
menghasilkan keputusan vang benar dan tepat. Ada vang menank ketika penulis
mencoba menanyakan (mengkonfirmasi) masalah penembakan tersebut kepada
penyidik yang menangani kasus yang bersangkutan.  Menurut  penyidik,
penembakan tersebut dilakukan dengan tujuan supaya memmbulkan clck jera
kepada st pelaku tindak pidana (Bambang Kumiawan), mengingat Bambang

Kurniawan merupakan buronan yang biasa melakukan tindak pidana dan terkenal
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sadis (kejam) dan sudah pernah masuk penjara. Dari sudut pandang hukum jelas
pertimbangan (pengambilan keputusan) seperti itu tidak dapat dibenarkan karena
polisi tidak mempunyai kompetensi untuk menjatuhkan pidana Penjatuhan pidana
dan yang menyatakan bersalah tidaknya seseorang merupakan kompetenst
pengadilan dan efek jera itu merupakan salah satu tujuan pemberian (penjatuhan)
pidana kepada tersangka yang menjadi kompetensi hakim.

Sebenarnya ada tiga faktor yang mendasari pengambilan keputusan
(Sitompul, 2000:47) sebagai bernikut:

1. Pengambilan keputusan yang dipengaruhi oleh si individu sipelaku,

2. Pengambilan keputusan yang dipengaruhi oleh kelompok orang dalam
organisasi kepolisian:

3. Pengambilan keputusan yang dipengaruhi oleh organisasi kepolisian.

Antara ketiga faktor tersebut diatas terdapat hubungan vang saling
mempengaruh, tetapi pada realitas di lapangan yang paling menentukan
(dominan) adalah faktor individu si polisi. Faktor imilah yang sebenarnaya
memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan. Oleh karena 1y,
anggota polisi harus menyadari bahwa imrerest organisasi kepolisian lebih penting
dan harus didahulukan. Pertimbangan-pertimbangan dalam mengambil suatu
keputusan yang akan dibuat harus didasarkan pada skala prioritas mana yang
penting dan harus didahulukan. Sitompul (2000:49) mengatakan bahwa: “Suaty
keputusan akan menjadi penting apabila keputusan itu akan menjadi landasan
utama untuk pelaksanaan tugas-tugas pokok kepolisian”

Seperti yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnva bahwa
penembakan kaki merupakan langkah yang ekstrim dan termasuk dalam upaya
(proses) penegakan hukum dengan kekerasan, sehingga penggunaan senjata api
harus mengikuti prosedur-prosedur yang telah ditetapkan serta dibatasi dengan
syaral-syarat tertentu yang sangat imitanf (Pasal 3 dan penjelasannya Resolusi
Majelis Umum PBB No. 34/169 Tanggal 17 Desember 1979 Tentang Pedoman
Penilaku Petugas Penegak Hukum),

Mengingat ckstrimnya penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian,
maka tindakan-tindakan yang perlu diketahui oleh polisi sebelum berlanjut pada

penggunaan kekerasan (termasuk penggunaan senjata api) adalah sebagai berikut:
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“Anggota polisi itu harus menilai sendiri secara pribaci, apakah tindakan
kekerasan (termasuk penggunaan senjata api) yang akan dilakukan itu perlu atau
tidak™ (Sitompul, 2000:65).

Penilaian pribadi itu bukanlah penilaian bebas seenaknya, melainkan

terikal pada wewenang polisi, peraturan perundang-undangan vang menjadi

landasan (pijakan) yang terbatas pada wewenang polisi tersebut. Wewenang polisi

didasarkan pada dua asas pokok (Sasongko ef 4/.1996:34) vaitu:

l.

2.

Asas legalitas, yaitu petugas polisi dalam melaksanakan tugasnya selalu
berdasarkan peraturan perundang-undangan. Asas ini biasanva diperlukan
dalam tugas represif yusnisional, artinya tugas-tugas penindakan untuk
kepentingan peradilan pidana.

Asas kewajiban, yaitu wewenang yang diberikan kepada polisi untuk
bertindak sesuar dengan tugas dan kewajibannya walaupun tindakan
tersebut tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.

Untuk  menghindari tindakan sewenang-wenang  oleh polisi dalam

mengetrapkan asas kewajiban tersebut, maka harus dibatasi dengan  empat

ketentuan (Brotodiredjo dalam Sitompul, 2000:66) vaitu

3

- Asas keperluan,

Asas ini menentukan bahwa tindakan polisi hanya dapat diambil apabila
betul-betul diperlukan untuk memadakan suatu gangguan atau mencegah
terjadinya gangguan. Tidak boleh tindakan tersebut diambil berdasarkan
pada suatu pemlaian yang berlebih-lebihan,

Asas masalah scbagai patokan,

Asas int menghendaki tindakan yang diambil akan dikaitkan dengan
masalah yang perlu ditengahi. Ini berarti tindakan polisi harus memakai
pertimbangan-pertimbangan yang obyektif, tidak boleh mem punyail motif
pribadh

. Asas tujuan,

Asas ini menghendaki tindakan yang betul-betul mencapar sasaran atau
vang dipergunakan dalam tindakan itu harus betul dan mencapai sasaran

. Asas keseimbangan

Asas ini menghendak: dalam suatu tindakan polisi hendaknya dijaga suatu
keseimbangan antara sifat keras dan lunaknya tindakan, atau sarana vang
digunakan pada suatu pihak, dan besar kecilnya suatu gangguan atau berat
ringannya suatu obyek yang harus ditindak pada pihak lain.

Pengunaan senjata api (penembakan) Bambang Kurniawan oleh aparat

kepolisian Mapolsek Jenggawah ditinjau dan asas kewajiban yang memberikan

kewenangan untuk bertindak berdasarkan penilaiannya sendin, maka hal itu jelas


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

tidak sesuai dengan asas keperluan, asas masalah sebagai patokan, asas tujuan,
dan asas kescimbangan. Lebih jelasnya penulis jelaskan berikut ini.
1. Asas keperluan

Penembakan itu sebenarnya tidak perlu dilakukan, karena tidak ada alasan
yang mendukung sekaligns menjadi jastifikasi tindakan tersebut. Pada saat
penembakan tersebut, Bambang Kurmiawan tidak sedang melarikan diri, apalagi
kalau dilihat jumlah peluru (tujuh butir peluru) jelas tidak bisa dilogika, karena
berdasarkan realitas vang terjadi dalam dunia kriminal, scorang vang ditembak
dengan dua butir peluru (masing-masing untuk kaki kanan dan kaki kirinya)
sangat sulit untuk berdiri apalagi melarikan diri. Sedangkan pada kasus Bambang
Kurmawan ditembak dengan tujuh butir pelury, sungguh diluar batas kelaziman.
schinggn berdasarkan realitas seperti itu jelas telah tenadi manipulas: fakta vang
sebenarnya yang dilakukan oleh aparat kepolisian Mapolsek Jenggawah.
2. Asas masalah sebagai patokan

Pertimbangan yang dilakukan aparat kepolisian Mapolsek Jenggawah pada
saat menembak kaki Bambang Kurniawan tidak obyektif dan mempunyai motif
pnbadi. Hal itu bisa terjadi mengingat Bambang Kurmawan adalah seorang
buronan dan termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), schingga dapat
dipastikan terdapat  muatan-mustan tertentu  dibalik  penembakan tersebut,
ditambab lagi alasan penyidik yang diberikan kepada penulis supaya Bambang
Kurmawan tidak mengulangi perbuatan  kriminalnya (jera), sungguh suatu
pertimbangan vang tidak berdasar dan tidak dibenarkan oleh hukum.
3. Asas tujuan

Berdasarkan asas ini jelas tidak bisa diterima (dibenarkan). Seperti
diyelaskan pada fakta bahwa Bambang Kurniawan sebelumnya sudah tertangkap
dirumahnya tanpa perlawanan (Berdasarkan keterangan Bambang Kurmawan
yang diperkuat oleh keterangan Ibunya) Jadi kalau melorikan din scharusnya
ibunya mengetahui atau setidak-tidaknya mendengar tembakan ketika anaknya ity
ditembak polisi, mengingat keiika ditangkap Bambang Kumiawan di rumah
bersama ibunva sehingga penembakan tersebut bukan karena Bambang

Kurniawan melarikan diri melainkan ada motif dan tojuan tertentu ity artinya,
. 4
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penembakan tersebut tidak lagi sesuai dengan asas tujuan, mengingat penggunaan
senjata api dijinkan dalam hal mempertahankan diri, atau melindung orang lain
dan ancaman kematian yang nyata atau cidera yang serius atau menangkap
seseorang yang menimbulkan ancaman. Hal seperti itu boleh dilakukan dengan
catatan, apabila cara-cara yang lebih lunak tidak lagi mencukupi (penjelasan Pasal
3 Resolust Majehs Umum PBB No. 34/169 Tangpal 17 Desember 1979 T entang
Pedoman Perilaku Petugas Penegak Hukum)

4. Asas kescimbangan

Seseorang yang tidak memenuhi kualifikasi penjelasan Pasal 3 Resolusi
Majelis Umum PBB No. 34/169 Tanggal 17 Desember 1979 Tentang Pedoman
Penlaku Petugas Penegak Hukum, kemudian ditembak kakinya dengan tujuh butir
peluru jelas tindakan 1w tidak proporsional dan melancgar ases praduga tak
bersalah (Pasal 11 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
dan Penjelasan Umum butir 3 ¢ KUHAP. Dengan kata lain, tindakan aparat
kepolisian Mapolsek Jenggawah tersebut dapat dikategorikan sebagal penyiksaan,
penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajad
dan martabat kemanusiaan (Pasal 33 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang
Hak Asasi Manusia.

Disamping asas kewajiban seperti tersebut diatas masih ada hal lain yang
harus diketahui oleh polisi sebelum meningkat pada taraf penggunaan kekerasan,
depat  dilibar  pada  Surat  Lampiran  Instruksi  Men/PANGAK  NO.
POLIS/INSTR/PANGAK/69, tanggal 6 maret 1969 [ab [| sebagai benkut:

1. “Tindakan pengawasan polisi,

2. Tindakan memberikan pengawasan,

Led

Tindakan memberi perintah dan tuntutan™

Mengormentan Instruksi MEN/PANGAK NO POL:
|8/INSTR/IPANGAK/69, tanggal 6 maret 1969 Bab 1l terscbut, Sitompul
(2000:68) mengatakan sebagar berikut

Tindakan pengawasan polisi bersifat umum, untuk menjaga keseluruhan agar
dacrah pengawasannya aman dan tertib. Tindakan memberikan peringatan
dan anjuran dilaksanakan untuk mengingatkan seseorang agar bertindak yang
benar supaya tidak terjadi pelanggaran hukum. Tindakan memben peringatan
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dilakukan kalau, tindakan peringatan tidak ditaati oleh seseorang alau
masyarakat.

Secara teoritis dasar pertimbangan dalam mengambil suaty keputusan
dijelaskan oleh Siagian (1979:27). Ada tujuh langkah yang perlu diambil dalam
pengambilan keputusan, yain:

1. Mengetanui hakekat daripada masalah yang dihadapi, dengan perkataan
lain mendefinisikan masalah vang dihadapi itu dengan setepat-lepatnya;

- Mengumpulkan fakta-fakta dan data yang relevan:

Mengolah fakta-fakta dan data tersebut:

- Menentukan beberapa alternatif yang mungkin ditempuh;

Memilih cara pemecahan dani altematif-alternatif yang telah diolah dengan

matang;

- Memutuskan tindakan apa vang akan dilakukan:

- Menilai hasil yang telah diperoleh sebagar akibat daripada keputusan vang
telah diambil

LA e L 1

e % A

Kalau dilihat secara teontis, ketujuh langkah tersebut seolah-olsh dapat
dengan mudah diambil. Tetapi dalam praktik dilapangan, ketujuh langkah itu sulit
untuk dilaksanakan, karena faktor-faktor lain yang tidak ada hubungannya dengan
masalah yang akan diputuskan mempengaruhi proses pengambilan keputusan
terscbut. Faktor-faktor lain tersebut misalnya: karena adanya pra anggapan
sebagat akibat dari adanva pendidikan, pengalaman, harapan-harapan adanya
keuntungan pribadi, dan pandangan sescorang terhadap masalah yang
dihadapinya

Keputusan yang telah diambil mempunyai akibat tertentu. Keberanian
menilai obyektif hasil keputusan vang telah dibuat biasanya dilakukan oleh pthak
ketiga, Cleh karena itu, penembakan Bambang Kurniawan yvang dilakukan oleh
aparat kepolisian Maplsek Jenggawah benar atau salah, cfisien dan clektif
hidaknyn, diserahkan kepada pihak ketiga yang tdak terlibat sccara langsung
dalam proses pengambilan keputusan tersebut, sehingga penulis mencoba untuk
memberikan penilaian seobyektif mungkin, Hasil penilaian dari decision making
dalam menangkap, melakukan penembakan tersangka dan sebagminya, merupakan
pengalaman berharga bagi petugas polisi yang bersangkutan Pengalaman-
pengalaman yang didapat dani setiap pelaksanaan tugas di lapangan (berkenaan

-
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“dengan penyidikan maupun penyelidikan), cenderung akan dibawa dan dikenang
sampai pensiun dari kepolisian.

3.2 Tindakan Aparat Kepolisian dalam Melakukan Penembakan Kaki
Tersangka Kaitannya dengan Asas Praduga Tak Bersalah dan
Pertanggungjawabannya Secara Hukum

Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, asas praduga tak bersalah

(presumption of innocence) sebagai salah satu asas hukum formal vang terdapat

dalam KUHAP tepatnya dalam Pejelasan Umum butir 3¢ KUHAP serta dalam

praturan perundang-undangan lainnya seperti Pasal 18 ayat (1) UU No. 39 Tahun

1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 8 UU No. 4 Tahun 2004 Temang

Kekuasaan Kehakiman, keberadaannya harus benar-benar dapat diwnjudkan

mengingat asas praduga tak berasalah sebagai penjewantahan atas penghormatan

terhadap hak asast manusia yang secara tidak langsung juga merupakan cerminan
atas penghormatan terhadap hak-hak tersangka Oleh karena itu, penulis
sependapat dengan Sabuan et.al. (1990:74) yvang menyatakan:
Asas praduga tak bersalah yang luzim juga disebut dengan asas presumption
of mnocence merupakan cerminan dari penghormatan terhadap hak asasi
manusia (HAM) dimana sctiap orang yang disangks, ditangkap, ditahan,
dituntut atau dihadapkan dimuka sidang Pengadilan, wajib diangeap tidak
bersalah sampai adanya putusan Pengadilan yang menyatakan Kesalahannya
dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (Kracht van Gewysde).
Hal penting yang terdapat dalam asas paduga tak bersalah adalah
kewajiban untuk selalu menganggap tersangka tidak bersalah sampai adanya
putusan yang menyatakan kesalahannya dan telah i kracht van gewysde, It
berarti bahwa kepolisian harus memperlakukan seorang tersangka itu seperti yang
diamanatkan peraturan perundang-undangan khususnya yang berkenaan dengan
asas praduga tak berasalah (presumption of imnocence), sehingga tidak ada alasan
apapun juga yang membenarkan aparat kepohisian melakukan intimidasi.
penganiayaan, penyiksaan dan sebagainya terhadap scorang tersangka baik 1y
dalam proses penyelidikan maupun penyidikan.

-
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Proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana merupakan langkah
pertama dalam menyelenggarakan peradilan dan merupakan cara yang dapat
membawa orang-orang yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana
kehadapan pengadilan, serta penentuan bersalah tidaknya ditentukan. Penyidikan
Juga penting bagi kesejahteraan masyarakat karena kejahatan dapat meresahkan
masyarakat dan menghambat pembangunan. Penvelidikan dan penyidikan
dilakukan secara efektif, etis, berdasarkan hukum dan tetap menghormati asas
praduga tak bersalah (presumption of innocence) merupakan aspek yang sangat
penting bagi kepolisian. Dalam Set Dediklat Scapa Polri (2003:18) dinyatakan
sebagai benkut:

Agar penyelidikan tindak kejahatan sesuai dengan prinsip-prinsip etika harus
ada. penghormatan martabat dan hak asasi manusia serta pemberlakuan asas
praduga tuk bersalah, serta ketaatan terhadap hukum dari para penyelidik.
Penyelidikan tindak kejahatan dan penangkapan dalam masvarakat
demokratik menuntut pertanggungjawaban dan ketanggapan penyelidik
terhadap lingkungan masyarakat. Selanjutnya penyelidikan harus dilakukan
dengan menghormati prinsip-prinsip nondiskriminasi dan asas praduga tak
bersalah.

Pada dasarnya penangkapan sebagai sub sistem dari faw enforcement
merupakan salah satu bidang profesionalisme Polri yang betul-betul harus
dipahami dan dikuasai khususnya anggota vang bertugas di lapangan, karena
pelaksanaannya sangat kompleks, dan penuh risiko baik dilihat dari elemen
yuridis maupun risiko keselamatan vang akan dihadapi di lapangan.

Selanjutnya didalam Set Dediklat Scapa Polri (2003:19) diterangkan pula
mengenal prinsip-prinsip utama yang harus diketahui oleh penyelidik. penyidik
Polri. Ketentuan tersebut menerangkan sebagai berikut:

Dalam penyelidikan, penyidikan, penangkapan, wawancara dengan saksi,

korban dan tersangka. penggeledahan pribadi, pemeriksaan dan sebagainva,

maka:

- Setiap orang mempunyai hak atas keamanan dinnya;

- Setiap orang mempunyai hak atas pengadilan vang adil:

- Setiap orang harus dianggap tidak hersalah sampai terbukti kesalahannya
dalam persidangan yang fair dan adil (asas praduga tak bersalah).

Kalau penulis kerucutkan pembahasan ini dengan melihat kasus Bambang

Kurmiawan vang mulai proses awal sudah Jerdapat keganjilan (keanehan),
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lerutama yang berkaitan dengan proses penangkapan (proses penmbakan) dan
proses setelah penangkapan (setelah penembakan).

3.2.1 Proses Penangkapan (Proses Penembakan)

Berdasarkan keterangan Bambang Kurniawan kepada penulis, ketika ia
akan ditangkap oleh aparat kepolisian Mapolsek Jenggawah, ia (Bambang
Kurniawan) tidak diperlihatkan surat penangkapan oleh penyidik. Keterangan
Bambang Kurniawan diperkuat oleh keterangan Ibunya vang mengatakan bahwa
puteranya ditangkap di rumahnya oleh polisi vang berpakaian preman (tidak
berbaju dinas), dan pada waktu ditangkap Bambang Kurniawan dan dirinva ndak
diperlibatkan  surat penangkapan. Tindskan aparat kepolisian Mapolsek
Jenggawah itu jelas bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) KUHAP yang
menyatakan:

Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh Petugas Kepolisian Negara
Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan
kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas
tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara
kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa
Menjadi lain persoalannya, apabila Bambang Kurmiawan tertangkap
tangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) KUHAP yang dinyatakan

Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat penntah,
dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap
beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang
terdekat

Setiap orang yang ditangkap, pada saat penangkapan harus diberitahukan
mengenan alasan-alasan penangkapan dirinya dan harus diberitahukan mengenai
setiap sangkaan (tuduhan) terhadapnya supaya hik-haknya segera dapat terjamin
oleh hukum dengan tetap memperhatikan asas praduga tak bersalah (presumpiion
of mnocence). Hal i berartt bahwa, apabila sescorang ditangkap akan
berlangsung proses dua tingkat (Set Dediklat Scapa Poin, 2003.21) yvaitu sebagai
berikut
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(1) Pada saat penangkapan.
Orang tersebut harus segera dibentahukan mengenai alasan
penangkapannya, hal itu dapat diketahui dengan memperlihatkan surat
keterangan penangkapan (sural fugas atau surat penintah penangkapan)

yang mencamtumkan identitas tersangka, alasan penangkapan dan uraian
singkat perkara kejahatan yang disangkakan, serta tempat ia akan
dipeniksa (Pasal 18 ayat (1) KUHAP).

(2) Segera setelah penangkapan.

Orang tersebut diberitahukan tuduhan atas dirinya, hal m dapat
diwujudkan dengan menunjukkan beberapa bukti permulaan yang cukup,
yang mengarah pada diri tersangka sebaga seseorang yang diduga keras
melakukan delik. Tindakan ini dimaksudkan agar penangkapan tersebul
tidak dilakukan dengan sewenang-wenang (Pasal 17 beserta
penjelasannva KUHAP),

Menurut penulis penangkapan vang dilakukan oleh penyidik Mapolsek
Jenggawah ity nidak sah, karena tidak mengikuti prosedur baku vanz telah
ditetapkan Pasal 18 ayat (1) KUHAP dan secara otomatis juga melanggar asas
praduga tak bersalah (presumption of :nnocence), semngga Bambang Kurmawan
atau keluarganya bisa mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negen Jember
mengenal  sah  udaknya penangkapan tersebut.  Pengajuan  permohonan
praperadilan  tidak menyebabkan batalnya perkara untuk dimajukan kemuka
pengadilan. Apabila dibandingkan dengan Amerika yang menganut crime control
maodel, maka akan tampak perbedaan, seperti vang dikemukakan oleh Multazaam
dan Linoh (1988:2) sebagai benkut:

Apabila penangkapan atiu penahanan tidak sah, maka perkara batal demi
hukum untuk diajukan kemuka sidang pengadilan. Oleh karena itu,
Amerika dibedakan amara legal gt dan factual guilt, Apabila legal guilt imy
dilanggar, maka perkara untuk diajukan kemuka sidang pengadilan batal
demi hukum sehingga, factual guwltnya tidak perlu dibuktikan lagi.
Secara global scbenarnya larangan penangkapan secara sewenang-wenang
sudah diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, tepatnya Pasal 9
vang dinyatakan: “Tidak seorangpun dapat ditangkap, ditahan atau diasingkan
(dibuang) secara sewenang-wenang”  Kemudian dipenelas lagn dengan asas
praduga tak bersalah (presumption of innocence) sebagar penjewantahan dari hak
asasi manusia. Di dalam Pasal 11 avat (1) Deklarasi Universal Hak Asa<i Manusia

dinyatakan:
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Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu pelanggaran
pidana dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut
undang-undang dalam suatu sidang pengadilan yang terbuka, dan didalam
sidang itu diberikan segala jaminan yang perlu untuk pembelaannya.

Banyak konvensi internasional yang mengatur masalah larangan
penangkapan dengan sewenang-wenang, diantaranya Perjanjian [nternasional
Tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Dalam Pasal 9 paragraf 1 perjanjian terschut
dinyatakan:

Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pnibadi. Tidak seorangpun
dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang, tidak seorangpun
dapat dirampas kebebasannya, kecuali berdasarkan atau sesuai dengan
prosedur vang telah ditetapkan undang-undang.

Jelas sekali bahwa Pasal 9 paragraf | tersebut memberikan penckanan
terhadap tindakan aparat penegak hukum (dalam hal ini adalah Poln) untuk selalu
berpyak pada prosedur baku yang telah ditetapkan oleh undang-undang secara
limitatif dan jelas. Mengingat kompleksnya tugas dan tanggung jawab Polri, maka
undang-undang sudah memberikan kompetensi khusues kepada aparat kepolisian.
Dengan kewenangan tersebut, masyarakat mengharapkan penegakan hukum dan
terwujudnya keamanan dan ketcrtiban masyarakat (Kamtibmas) dapat tercapai.
Tugas dan tanggung jawab tersebut mengandung kewenangan upaya paksa vang
dipercayakan negara dan masyvarakat kepada polisinya. Oleh karena itu,
kepercayaan i1tu harus dijaga dengan baik, penuh tanggung jawab dalam
memenuhi tuniutan masyarakat. Dengan begitu, tugas pelaksanaan kepolisian itu
menjadi profesional. Akan tetapi pada kenyataannya malah bertentangan dengan
harapan masyarakat. Seperti yung dikatakan oleh Kunarto (1996:2) sebagai
benkut:

Sangat disayangkan kewenangan yang dipercayakan oleh masyarakat 1nu
dewasa i1 banyak disalahgunakan oleh polisi. Penyalahgunaan kewenangan
itulah sumber dan tindakan neganf polisi, yang wujud nyatanya adalah
pelaksanaan tugas yang tidak lagi profesional.

Para pelaksana hukum (aparatur penegak hukum), akan mempengaruhi
kualitas batk buruknya hukum, tertib hukum, dan kekuasaan vyang akan
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dihasilkan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Atmadja (dalam Nusantara dan
yasabun, 1980:45) sebagai benkut:
Hukum, tertib hukum dan kekuasaan yang dihasilkan oleh hukum tidak akan
bekerja secara otomatis sendiri. Hidup atau tidaknya kekuasaan hukumpun
tergantung daripada pelaksana-pelaksananya. Karena itu, baik atau buruknya
hukum, tertib hukum, dan kekuasaan hukun adalah tanggung jawab para
pelaksananya. We must make 1t work,

Ada yang menarik untuk dikaji lebih mendalam terutama mengenai etos
profcsionalisme yang sclayaknya diresapi dan dihayati oleh Polri. Kalau penulis
amati, yang dikatakan oleh Kunarto tersebut adalah cerminan dari kekecewaan
dari masyarakat. Kasus yang terjadi pada Bambang Kurniawan contoh kecil dari
sekian banyak tumpukan kasus yang discbabkan karena wbuse of power vang
dilakukan aparat kepolisian,

Penembakan Bambang Kumiawan merupakan follow wup dari upaya
penangkapan terhadapnya.  Penembakan tersebut terpaksa dilakukan karena
Bambang Kurmiawan melarikan din sewakiu akan ditangkap. Tetapi ada yang
anch dalam pernyataan tersebut, karena berdasarkan keterangan Ibu Bambang
Kurmawan pada saat ditangkap Bambang Kumiawan tidak melakukan
perlawanan apalagi melankan diri (Bambang Kurniawan menyerah secara baik-
baik). Di sini tampak sekali adanya keanehan yang justru memojokkan argumen
aparat kepolisian Mapolsck Jenggawah yang seolah-olah hanya mencari jastifikasi
atas tindakan tidak patut yang telah dilakukannya. ltu artinya tindakan aparat
kepolisian Mapolsck Jenggawah tidak mempunyai legal basic yang kuat dan tidak
melalui proses pertimbangan-pertimbangan yang dibenarkan oleh hukum. Dengan
kata lan, tindakan tersebul bertentangan dengan asas praduga tak bersalah
(presumption of innocence) dan dapat dikategorikan sebagai tindakan penyiksaan,

Menurut Pasal | angka 4 UU No. 39 Tahun 1999 Temang Hak Asasi
Manusia, penyiksaan adalah:

Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa
sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada scorang
untuk memperolch pengakuan atau keterangan dan seseorang atau dari orang
ketiga, atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga, atau
untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk disknminasi, apabila

¥
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rasa sakit tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan,

atau pengetahuan siapapun dan atau pejabat pubiik.

Penyiksaan telah dinyatakan tidak sah secara komprehensif oleh
masyarakat internasional. Penyiksaan dilarang oleh Pasal 5 Deklarasi Universal
Hak Asasi Manusia yang menyatakan: “Tidak seorangpun dapat disiksa,
diperlakukan atau dihukum secara kejam, tidak manusiawi atau merendahkan
martabat manusia”™.

Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Convention Against
Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Pumshment
(Konvensi Menentang Penviksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain vang
Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia) mempunyai
sigmfikansi yang khusus bagi polisi. Pasal 2 tersebut menyatakan:

a. Setiap Negara pihak harus melakukan upaya legislatif. administratif
Judikatif, atau upaya-upaya lain untuk mencegah tindakan penyiksaan di
wilayah dan yurisdiksinya:

b. Tidak ada keadaan pengecualian apapun, baik keadaan perang atau
ancaman perang, ketidakstabilan politik internal atau keadaan darurat
umum lainnya, dapat digunakan pembenaran penyiksaan

¢. Perintah dan ancaman dari pejabat publik tidak dapat digunakan sebagai
pembenaran penyiksaan,

Penggunaan  senjata  api  (penembakan) dapat dimasukkan dalam
penggunaan kekerasan, Arti penggunaan kekerasan dapat kita Jumpai di dalam
Pasal 89 KUHP yang dinyatakan: “Yang dikatakan melakukan kekerasan i,
membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lag (lcmah)”. Pasal 89 KUJHP
tersebut ditafsirkan lebith jauh lagi oleh Soesilo (dalam Sitompul, 2000:62)
sebagal berikut “Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau
kekuatan jasman tidak kecil, tidak sah, misalnya: memukul dengan tangan atau
dengan segala macam senjata, mengepak, menendang dan sebagainya”

Masalah melakukan kekerasan juga dibahas oleh Anwar (dalam Sttompul,
2000:62) yang menvatakan sebagai berikut

Yang dimaksud dengan kekerasan ialah setrap  perbuatan  yang
mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan Tenaga badan adalah
kekuatan fisik. Penggunaan kekerasan terwujud dalam tindakan memukul
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dengan tangan saja, memukul dengan senjata, mengikat, menahan, dan
sebagainya.

Polisi dapat dikatakan melakukan tindakan kekerasan apabila meiakukan
tindakan seperti di atas secara tidak syah. Kebanyakan penggunaan kekerasan itu
pada hakikatnya dilakukan apabila dalam keadaan terpaksa sekali (Pasal 48 dan
49 KUHP), sehingga polisi tidak boleh sembarangan mengatakan ia dalam
keadaan terpaksa maka ia melakukan kekerasan fisik. Dalam kenvataan di
lapangan, keadaan terpaksa untuk menggunakan kekerasan fisik sulit untuk
dipeninci oleh anggota polisi vang menghadapi kesulitan itu. Karena anggota
pohisi akan menggunakan ukuran terpaksa itu sesuai keadaan pada waktu
penangkapan berlangsung, yang oleh orang lain vang turut serta menghadapi
situasi tersebut sulit dibavangkan.

Sebenarnya disamping Pasal 48 dan 49 KUHP, polisi juga dilindungi oleh
Pasal 50 dan 51 ayat (1) KUHP dalam menjalankan tugasnya menegakkan hukum.
Pasal 51 ayat (1) KUHP itu menyatakan: “Barangsiapa melakukan perbuatan
untuk menjalankan perintah jabatan vang diberikan oleh penguasa  yang
berwenang, tidak dipidana”.

Petugas penegak hukum (polisi) hanya dapat mengunakan kekerasan
apabila betul-betul diperlukan dan sejauh yang diharuskan untuk pelaksanaan
tugasnya. Bagian komentar Pasal 3 Resolusi Majelis Umum PBB No. 34/169
Tanggal 17 Desember 1979 TentangPedoman Perilaku Petugas Penegak Hukum
mengulangi  ketentuan proporsionalitas dalam pengpunaan kekerasan dan
menyebutkan bahwa: “Penggunaan senjata api dianggap sebagai upaya vang
ckstnm”. Prinsip keperluan dan proporsionalitas berada dibelakang semua
ketentuan rinci yang mengatur penggunsan kekerasan oleh petugas penegak
hukum (dalam hal imi adalah polisi). Prinsip-prinsip ity mensyaratkan agar
kel.erasan hanya digunakan polisi apabila betul-betul perlu demi penegakan
hukum dan penjagaan ketertiban umum, dan agar penerapan kekerasan dilakukan
dengan professional, vaitu hanya diterapkan sejauh vang diperlukan untuk

mencapai tujuan law enforcement dan menjaga ketertiban masyarakat serta tetap
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menjunjung tinggl hak asasi manuasia dan asas praduga tak bersalah (presumption
of innocence),

Polisi sebagai petugas penegak hukum dalam arti formal mempunyai tugas
dan tanggung jawab yang besar, schingga diharapkan mampu mengatasi
persoalan-persoalan Kamtibmas secara tuntas. Hal tersebut sepert vang dikatakan
Siregar (1983:72) sebagai berikut.

Oleh karena itu dapat dikatakan vyang paling berat tugas dan
tanggungjawabnya diantara penegak hukum lainnya, yaitu polisi. Polisilah
yang pertama harus melakukan daya upaya vang bersifat preventil vaitu
menghindarkan terjadinya gangguan keamanan. Polisi harus selalu bersiap
siaga siang dan malam. Dalam tugasnya itu polisi dianggap mempunyai
indera keenam untuk mampu mencium segala timbulnya gangguan ketertiban
dan keamanan melalui indera keenam itulah polisi diharapkan dapat mampu
menghindarkan hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya keamanan dan
ketertiban yang sema-sama tidak dikehendaki

Tetapi sangat disavangkan, menurut Panjaitan dan Simorangkir (1995:59)

yang menyatakan sebagai berikut

Polisi sebagai penjaga gawang dalam arti apa yang harus diteruskan untuk
penuntutan banyak dihadapkan pada masalah-masalah keterbatasan peraturan
perundang-undangan dan kurangnya pemahaman atas peraturan perundang-
undangan vang ada, padahal polisi itu sebagai salah satu penegak hukum
harus aktif melindung masyarakat dari terjadinya gangguan-gangguan vang
ada, Kondisi seperti 1tu diperparah lagi saat polisi melakukan tugas atau
fungsinya sebagai aparat keamanan dan ketertban maupun schagai
penyelidik  seringkali melakukan tindakan-tindakan yang diluar  batas
kewenangannya sehingga kurang professional serta adanva asas praduga tak
bersalah (presumption of innocence) oleh penyidik/penyelidik cenderung
diabaikan,

Ada kalanya perangkat hukum vang ada kurang sempurna atau telah
terungal dan  perkembangan, Namun apabila aparat penegak (pelaksana)
hukumnya dapat diandalkan, keadaannya masih tertolong karena para pencgak
(pelaksana) hukum itu dengan pengethuan dan kemampuan yang cukup dapat
diharapkan menyerasikan hukum yang owr of date dengan perkembangan vang up
fo date, tetapi justru sebaliknya jika fenomena yang terjadi bertolak belakang
dengan hal-hal tersebut diatas. Seperti yang dikemukakan olch Radhie (dalam
Nusantara dan Yasabari, 1980:59) sebaga benkut:

-
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Sekalipun hukumnya baik, tetapi aparatur penegak (pelaksana) hukumnya
tidak dapat diandalkan, maka terdapat kemungkinan yang besar bahwa
hukum yang baik itu dapat diterapkan sebagaimana mestinya. Keadaannya
tentu bertambah buruk, apabila keadaan aparaturnya memang sudah tidak
baik, hukumnyvapun telah usang pula. Oleh karena itu, pembinaan hukum itu
harus berjalan seiring dengan pembinaan dari aparaturnya secara bersamaan,

Kaitannya dengan pembinaan hukum dan aparatur pelaksananya. maka
tidak akan dipisahkan (terlepaskan) dari pembinaan mental para penegak hukum,
pemahaman kode etik profesinya, serta menertibkan fungsi lembaga-lembaga
hukum menurut proporsinya masing-masing dengan memperjclas batas-batas
kompetensi masing-masing institusi yang bersangkutan, sehingga kemampuan dan
kewibawaan penegak hukum dapat diwujudkan.

Polisi disectiap masyarakat dipercayakan dengan kekuasaan  untuk
menegakkan hukum dan menjaga keamanan serta ketertiban masvarakat
(Kamtibmas). Tidak dapat dipungkiri bahwa palaksanaan kekuasaan itu oleh
polist mempunyai pengaruh langsung terhadap hak-hak dan Lebebasan sesama
warga negara. Bersamaan dengan kewenangan polisi untuk menggunakan
kekerasan dalam situasi dan kesulitan tertentu, terdapat tanggung jawab yang
sangat besar untuk menjamin agar wewenang tersebut dijalankan secara sah dan
efektl

Tugas kepolisian dalam masyarakat adalah tugas vang sulit dan sensitif. dan
diakwi bahwa penggunaar kel:erasan oleh polisi dalam situasi vang sangat
nyzta dan terkendali adalah sangat sah, Akan tetapi, penggunaan kekuasaan
untuk menggunakan kekerasan menyerang prinsip yang menjadi dasar HAM
dan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), yaitu
penghormatan pada martabat yang melekat pada diri manusia. Oleh karena
itu, sangatlah penting untuk mengambil langkah-langkah mencegah
penyalahgunaan seperti itu, dan memberikan pemulihan vang efektif
Penyelidikan dan sanksi-sanksi apabila terjadi penyalahgunaan vang sangat
serius dalam penggunaan kekerasan oleh angpota kepolisian harus benar-
benar dilakukan (Set Dediklat Scapa Polri, 2002:38).

Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa pengeunaan senjata
ap includes di dalam “tindakan Lain” seperti yang diatur dalam penjelasan Pasal

5 ayat (2) huruf a angka 4 KUHAP dan Pasal 16 avat (2) UU No. 2 Tahun 2002

lentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk mengetahui tindakan
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aparal kepolisian Mapolsek Jenggawah sudah sesuai atau tidak dengan peraturan
perundang-undangan yang ada, maka penulis mencoba menguraikan tindakan
tersebut kedalam elemen-elemen (unsur-unsur) yang terdapat dalam Pasal 16 ayat
(2) UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

[ dalam Pasal 16 ayat (1) huruf | UU No. 2 Tahun 2002 Tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan: “Tindakan lain adalah
tindakan penyelidikan dan penyidikan vang dilaksanakan jika memenuhi syarat
sebagail benkut™
a) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum

Kalau disimak secara seksama hal-hal yang termuat dalam fakta, terutama
yang berkenaan dengan penembakan kaki Bambang Kurniawan oleh aparat
kepolisian Mapolsek Jenggawah jelas tidak mempunyai legal basic atau
bertentangan dengan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) sepert
Penjelasan Umum butir 3 ¢ KUHAP, Pasal 18 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999
Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 8 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan
Kehakiman dan secara prosedur penembakan bertentangan dengan Pasal 3 beserta
penjelasannya Resolusi Majelis Umum PBB No. 34/136 Tanggal 17 Desember
1979 Tentang Pedoman Perilaku Petugas Penegak Hukum.

b) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut
dilakukan

Tindakan aparat kepolisian Mapolsek Jenggawah jelas tidak memiliki
unsur ini, karena penembakan (kaki) Bambang Kurniawan tidak selaras dengan
kewajiban hukum sebagai aparat kepolisian dan tindakan tersebul tidak
scharusnya dilakukan, karena tidak didukung oleh keadaan (kondisi) sebagai
pembenaran tindakan tersebut dilakukan.
¢) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya

Seseorang yang telah ditangkap tanpa perlawanan, kemudian karena alasan
rekonstruksi yaitu seminggu sesudah penangkapan dibawa ke Tempat Kejadian
Perkara (TKP) dan disuruh melarikan din tetapi tidak mau, kemudian ditembak.
Jelas tindakan tersebut sangat tidak patut dilakukan oleh aparat penegak hukum.
Apalagi peluru vang ditembakkan sebanyak tujuh butir (dengan asumsi, tidak
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mungkin dengan tembakan sebanyak itu orang mampu untuk berdiri apalagm
masih kuat untuk melarikan diri). Sungguh suatu hal yang tidak patut dan tidak
bisa diterima akal (logika), dan perlu diketahui bahwa akibat tindakan tersebut
kaki kanan Bambang Kurniawan harus diamputasi.
d) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa

Seperti yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa penggunaan
senjata api oleh polisi (penembakan) harus mengacu pada prinsip keperluan dan
proporsionalitas, karena tindakan tersebut dianggap sebagai langkah yang ekstrim.
Penggunaan semjata api (penembakan) diijinkan dengan pertimbangan
mempertahankan diri atau melindungi orang lain dan ancaman kematian yang
nyata dan cidera serius atau menangkap sescorang yang menimbulkan ancaman,
dengan catatan cara-cara vang lebih lunak tidak lagi mencukupi. Penggunaan
senjata api yang mematikan dilarang kecuali tidak dapat dihindari dan melindungi
nyawa (Pasal 3 beserta penjelasannya Resolusi Majelis Umum PBB No, 34/136
Tanggal 17 Desember 1979 Tentang Pedoman Perilaku Petugas Penegak Hukum).

Berdasarkan hal tersebut, maka tindakan aparat kepolisian Mapolsek
Jenggawah tidak didasarkan pada pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan
yang memaksa, karena pada waktu ditembak Bambang Kurniawan tidak sedang
melankan din atau berusaha menyerang aparat kepolisian Mapolsek Jenggawah
maupun orang lain.
e) Menghormati hak asasi manusia

Secara jujur diakui bahwa penampilan wajah KUHAP dan peraturan
organik lainnya sangat berbeda dengan HIR. Seperti yang dikemukakan oleh
Husein (1991:52) sebagai berikut:

KUHAP lebih menonjolkan harkat dan martabat manusia dengan
memberikan jaminan dan perlindungan terhadap HAM daripada menonjolkan
kekerasan aparat penegak hukum semata. Sedangkan HIR lebih menonjolkan
kekuasaan aparat penegak hukum. Jaminan dan perlindungan terhadap FAM
dibelakangkan.

Berpijak pada hal terscbut di atas, sudah selayaknya seorang tersangka itu
diperlakukan dengan memperhatikan harkat dan martabatnya sebagai manusia dan

selalu harus dianggap tidak bersalah sampai adanva putusan pengadilan vang


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

51

menyatakan kesalahannya dan telah in kracht van gewijsde. Disisi lain prosedur
yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan harus tetap dijalankan
sebagaimana mestinya. Sungguh ironis sekali, abuse of power justru dilakukan
oleh oknum anggota institusi yang seharusnya menjadi gatekeeper process seria
“panglima” dalam sistem peradilan pidana kita.

Berdasarkan keterangan Bambang Kumiawan kepada peoulis, bahwa
ketika 1a ditembak sebenarnya statusnya adalah sebagai tahanan Mapolsek
Jenggawah karena penembakan 1tu terjadi setelah lebih kurang satu minggu dari
penangkapan. Seorang tshanan seharusnva mendapatkan keuntungan dalam
bentuk perlindungan tertentu, seperti yang terdapat dalam Set Dediklat Scapa
Polri (2002:30) bertkut ini-

Para tahanan harus mengikuti proses vang diatur hukum, dan mereka

merupakan kategon orang-orang yang mendapat keuntungan bentuk-bentuk

perlindungan berdasarkan prinsip-prinsip berikut ini-

- Tidak seorangpun dapat dijadikan sasaran penyiksaan atau perlakuan
buruk lain,

- Semua tahanan berhak atas perlakuan yang manusiawi dan penghormatan
terhadap martabat yang melekat pada dinnva;

- Semua orang wjib dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah oleh
hukum (asas praduga tak bersalah),

Secara ekstrim penembakan Bambang Kurniawan oleh aparat kepolisian
Mapolsek Jenggawah, menurut penulis dapat dimasukkan kedalam tindakan
penganiayaan berat karena telah melanggar asas praduga tak bersalah
(presumption of innocence). Di dalam Pasal 354 KUHP dinyatakan “Barangsiapa
sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiyaan berat
dengan delapan tahun™ (KUHP-BPHN, 1988:141).

Didalam putusan Pengadilan Tinggi Tanggal 11 Pebruari yang merupakan
yunsprudens: (dalam Socsilo, 1984:144) dinyatakan. “Penganiayaan bukan saja
menyebabkan rasa sakit tetapi juga menyebabkan penderitaan lain pada tubuh
atau menyebabkan rasa tidak enak pada tubuh orang™,

Dan teks Pasal 354 KUHP terscbut dapat disimpulkan bahwa vang
dimaksud dengan penganiayaan berat adalah perbuatan dengan sengaja melukai

berat orang lain. Sengaja melukai berat (memmbulkan luka berat) berarti luka

-
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berat pada korban hal yang diniati, dimaksud, dituju, atau dikehendaki oleh
pelaku.

Kini pengertian luka berat juga sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 90
KUHP, yang dimaksud dengan luka berat adalah:

Jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak memberikan harapan akan
sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus
menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian,
kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita sakit
lumpuh, terganggu daya pikir selama empat mingou atau lebih, gugur atau
matinya kandungan seorang perempuan,

Dengan demikian berarti penganiayaan berat adalah dengan sengaja
menimbulkan salah satu lebih dari tujuh macam hal yang dimaksud dalam Pasal
90 KUHP tersebut. Scbagai perbandingan, penulis akan mengutip yurisprudensi
berupa Putusan Hoge Raad 7 Januari 1935 (dalam Marpaung dan Samosir, 1990)
sebagai berikut,

(...melakukan penembakan dengan sebuah revolver dari jarak yang sangat
dekat. dianggap sebagai mempunyai opzet untuk menimbulkan luka berat
pada tubuh orang lain. Dan tidak dapat disebut secara lain, apabila secara
kebetulan luka semacam itu tidak benar-benar terjadi. )

Berdasarkan hal tersebut dapatlah dikatakan bahwa tindakan aparat
kepolisian Mapolsek Jenggawah yang melakukan penembakan kaki Bambang
Kurniawan telah melanggar (bertentangan) dengan asas praduga tak bersalah
(presumption of innocence) schingga: “Dapat dikategorikan schagai pelanggaran
norma-norma hukum pidana (violating of criminal law) atau secara ekstrim
disebut dengan penggunaan kekerasan yang bersifat melawan hukum (illegal use
of force)” (Muladi, 1995:2), karena di dalamnya terdapat unsur-unsur penyiksaan
dan penganiayaan berat Tidak seorangpun petugas penegak hukum termasuk
polisi dapat menggunakan cara-cara tersebut. Seperti yang terdapat dalam Set
Dediklat Scapa Poln (2002:32) berikut ini:

(..dan tidak scorang petugas penegak hukum yang dapat dibenarkan
melakukan penviksaan dengan alasan-alasan keadaan perang, darurat,
ancaman terhadap keamanan nasional dan sebagainya sebagm jastifikasi atas
tindakan tersebut dan tidak ada pejabat publikpun yang dibenarkan
melakukan hal-hal tersebut),
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Didalam Pasal 10 Konvensi Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan
Politik dinyatakan:

a. Semua orang yang dirampas kebebasannya untuk tetap diperlakukan
secara manusiawi dengan menghormati harkat dan martabat yang melekat
pada dirinya,

b. Seorang tersangka harus dipisahkan dari orang-orang vang telah terbukti
bersalah dan diberikan perlakuan yang sesuai dengan statusnya sebagai
orang belum terbukti bersalah.

Konsekuensi logis apabila perbuatan aparat kepolisian Mapolsek
Jenggawah bertentangan dengan asas praduga tak bersalah (presumption of
innocence) dan termasuk dalam penyiksaan dan penganiayaan berat, maka
danpadanya dapat dimintakan pertanggungiawaban pidana. Sehubungan Polr
sudah terlepas dan ABRI (mcmisahkan diri) dengan dikeluarkannya TAP MPR
No. VUMPR/2000 Tentang Pemisahan Tentara Nasional lindonesia dan
Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dengan diundangkannya UU No. 2
Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, berimplikasi pada
tunduknya setiap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada kekuasaan
peradilan umum.

Di dalam Pasal 4 Peraturan Pemenntah No. 3 Tahun 2003 Tentang
Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia dinyatakan: “Penyidikan terhadap Anggota Kepolisian
Negara Republik Iudonesia yang melakukan tindak pidana oleh penyidik
sebagaimana diatur menurut hukum acara pidana yang berlaku di lingkungan
peradilan wmum”

Perlu diketahuw bahwa anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana
dapat diberhentikan dengan ndak hormat dan Institusi Kepolisian Negara
Republik Indonesia, seperti yang dicantumkan dalam Pasal 11 Peraturan
Pemerintah No, 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan ['cknis Institusional Peradilan
Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, berikut ini:

Anggota Kepohisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan dengan
tidak hormat apabila:

a. melakukan tindak pidana;

b melakukan pelaggaran;

¢. meninggalkan tugas atau hal lain.
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Dengan melihat ketentuan tersebut, jelas sekali bahwa polisi tidak kebal
hukum, artinya prinsip equality before the law harus benar-benar ditegakkan,
walaupun secara jujur harus tetap dikatakan bahwa:

Penegakan hukum dan keadilan di Indonesia masih berupa impian Selama
ini banyak kasus pelanggaran yang melibatkan individu, atau kelompok
tertentu seperti militer, kepolisian, tidak bisa diselesaikan secara tuntas. Hal
tersebut terjadi karena munculnya missing link, artinya ada kasus
pelanggaran, ada korban, tetapi pelakunya sulit ditemukan (Gautama dan
Marbun, Ed.,2000:97).

Bewtu pula kasus yang memimpa Bambang Kurniawan, sebagai cerminan
belum diterapkannya prinsip equality before the law sehingea terjadi mussing link
dalam penegakan hukum. Di sisi lain, pemenntah belum memiliki kemauan
politik (political will) untuk mewujudkan penegakan hukum dan keadilan Karena
itulah, terjadi krisis kepercayaan terhadap sistem peradilan pidana kita. Tidak bisa
lain, pemenntah baru sekarang imi harus berani melakukan reformasi terhadap
sistem peradilan di Indonesia, baik menyangkut produk-produk hukumnva
maupun aparat penegak hukumnya, sehingga diharapkan access (o justice bag
setiap orang dan penerapan asas praduga tak bersalah (presumption of imocence)

bagi tersangka terjewantahkan secara optimal.

3.2.2 Proses Setelah Penangkapan (Setelah Penembakan)

Berdasarkan keterangan Bambang Kurniawan terhadap penulis yang
diperkuat oleh keterangan Sigit Sugianto. Setelah penembakan tersebut dilakukan,
kira-kira satu minggu kemudian Bambang Kurniawan mendapatkan pertolongan
medis, itupun setelah luka-luka dikakinya membusuk. Bahkan, menurut Bambang
Kurmawan seandainya ulat-ulat vang ada dilukanya tersebut diwadahi, mungkin
sekitar satu mangkok. Sungguh suatu perlakuan yang tidak manusiawr. i dalam
Set Dediklat Polri (2002:40) dinyatakan

Apabila penggunaan vang sah dari kekerasan dan pengunaan senjata api tidak
dapat dihindarkan, petugas penegak hukum harus melakukan pengekangan
penggunaan cara-cara tersebut, memimmalkan kerusakan dan cidera, serta
menghormati dan melindungi nyawa manusia, untuk 1tu mereka harus
mengusahakan agar bantuan medis diberikan kepada seuap orang yang
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terluka atau terpengaruh dengan secepatnya, dan mengusahakann agar
keluarga dan teman-teman orang yang lerluka atau terpengaruh tersebut
diberitahukan.

Bantuan medis dan pemberitahuan kepada keluarga atau teman-teman
harus disegerakan, hal itu sebagai implementasi dari asas praduga tak bersalah
{premmpuon of innocence) yang merupakan penjewantahan dari hak asasi
manusia. Jika hal terscbut tidak dilakukan oleh petugas kepolisian yang
melakukan penembakan, lebih-lebih menimbulkan cidera seumur hidup bagi
lersangka, maka konsekuensi logisnya tersangka dapat menuntut ganti kerugian
kepada polisi yang bersangkutan. Di dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP dinyatakan:

Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena
dltangk.ap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa
alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenal
orangnya atau hukum van diterapkan.

Masalah ganti kerugian sebenarnya merupakan bidang hukum keperdataan
yang dilanggar dalam rangka penegakan hukum acara pidana. Seperti yang
dikemukakan Adji (1985:43) sebagai berikut:

Sebenarnya tuntutan ganti kerugian merupakan hak keperdataan, yang
dilanggar dalam rangka melaksanakan hukum acara pidana oleh pejabat
negara. Pelaksanaan yang salah berupa salah menangkap, menahan,
mengadili atau tindakan lain, kekelirvan mengenai orang dan kekeliruan
dalam menerapkan hukum, Perbedaannya dengan acara perdata biasa ialah
dapatnya digabung dengan perkara pidaaa.

Polisi scbagal manusia biasa tidak akan luput dan kekeliruan, sehingga
kesalahan atau  kekeliruan  harus  dipertanggungjawabkan  secara  hukum
Pertangungjawaban secara hukum bisa berupa pertanggungjawaban pidana,
perdata atau yang lain. Dalam Pasal 1365 KUHPdt dinvatakan bahwa: “Terhadap
perbuatan yang melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain,
maka orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum itu diwajibkan untuk
mengganti rugi”

Selain Pasal 95 KUHP dan Pasal 1365 KUHPdt, masalah ganti rugi dapat
juga dilihat dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1985 yang
dinyatakan:
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Apabila penangkapan, penahanan dan tindakan lain sebagaimana dimaksud
Pasal 95 KUHAP mengakibatkan cacat sehingga tidak dapat melakukan
pekerjaan atau mati, besarnya ganti kerugian berjumlah setinggi-tingginya
Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Adapun pembayaran ganti kerugian
tersebut  dilakukan olech Menteri Keuangan berdasarkan penetapan
pengadilan dan taia cara pembayaran ganti kerugian diatur lebih lanjut oleh
Menten Keuangan.

Mengingat Peraturan Pemenintah No. 27 Tahun 1985 masih memerlukan
tata pembayaran ganti rugi (Pasal 9 ayat (2), maka Menteri Keuangan RI lebih
lanjut  mengeluarkan Surat  Keputusan Mentert  Keuangan Rl No.
983/KMK.01/1983. dalam Surat Keputusan tersebut Ketua Pengadilan Negen
mempunyal peranan vang pentimg, karena arus penuntutan ganti rug tersebut
permohonannya dilaksanakan atau melaluw Ketua Pengadilan Negen setempat. Dh
dalam Pasal 5 Surat Keputusan Menten Keuangan RI No 983/KMK 01/1983
dinyatakan: “Terhadap pejabat yang karena kesalaban, Kkealpaan, atau
kelalmannya mengakibatkan negara harus membayar ganti kerugian, dapat
dikenakan tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh kaiena itu,
pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah (presumption of innocence)
apalagi menimbulkan kerugian bagi pihak korban (Bambang Kurmniawan), maka
sangat logis apabila pihak korban (Bambang Kurniawan) menuntut ganti kerugian
kepada aparat kepolisian Mapolsek Jenggawah dengan mengikuti prosedur yang
telah ditetapkam oleh peraturan perundang-undangan karena hal ierscbut dijamin
oleh KUHAP dan peraturan pelaksana lainnya schagar suatu hak yang perlu untuk

diperjuangkan,

3.3 Analisis

Penembakan (kaki) Bambang Kurmawan oleh aparat kepolisian Mapolsek
Jenggawah merupakan penstiwa kontroversial yang dilakukan aparat penegak
hukum yang notabene adalah panglima dalam law enforcement di negara ini
Dalam pengertiannya yang mendasar dan umum, pohsi adalah bagian dan
administrasi pemerintahan tetapi administrasi pemerintahan vang fungsinya untuk

menegakkan hukum, memehihara keteraturamdan ketertiban dalam masyarakat,
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mendetekst dan mencegah tenadinya kejahatan, dan memerangi kejahatan
(Suparlan, 1999:4), dengan kata lain:

I. Polisi menegakkan hukum dan bersamaan dengan itu menecgakkan
keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu menegakkan keadilan
dan conflict of interest yang dihasilkan antara hubungan individu,
masyarakat dan negara (yang diwakiii oleh pemerintah), dan antar individu
serta antar masyarakat.

2. Memerangi kejahatan yang mengganggu dan merugikan masvarakat,
warga masyarakat dan negara,

3. Mengayomi warga masyarakat, dan negara dari ancaman dan tindak
kejahatan yang mengganggu dan merugikan,

Tiga fungsi polisi di atas harus dilihat dalam perspektif bahwa, “Individu,
masyarakat, dan negara, masing-masing merupakan scbuah sistem dan yang
sccara keseluruhan memproses inpur program-program pembangunan untuk
menghasilkan owfput berupa kemakmuran, keadilan dan kesejahteraan” (Suparlan,
1999:5) Dalam proses yang sedang berlangsung tersebut fungsi polisi adalah
untuk menjaga agar output sesui dengan tujuan vang sebenarnya dan mencegah
terjadinya gangguan yang menyebabkan disharmony antar masing-masing unsur
tersebut.

Masyarakat modern pada dasarnva mengenal dua pihak yang menuntut
pertanggungjawaban (Rahardjo, 1996:4), yaitu pihak pemegang kekuasaan (biasa
dianut oleh negara dengan sistem totaliter), dan pihak masyarakat (negara dengan
sistem demokratis). Suatu bentuk pertanggungjawaban yang khas muncul pada
perkembangan terakhir peradaban manusia, yaitu pertanggungjawaban hukum
yang mengharuskan setiap institusi untuk dapat mempertanggungjawabkan segala
tindak tanduknya. Kontrol sosial tradisional terhadap kejahatan bermetamorfosis
menjadi sistem peradilan pidana (criminal justice system), yang menempatkan
polisi sebaga subsistem dari sistem tersebut, sehingga polisipun  harus
mempertanggungiawabkan semua perbuatannya di depan hukum.

Pohisi  diberikan  kompetensi  eksklusif oleh  undang-undang  untuk
menjalankan tugasnya (Pasal 7 KUHAP dan Pasal 15 dan 16 UU No. 2 Tahun
2002 Tentang Kepolisian Negara RL Dengan adanya wewenang tersebut maka,
polisi juga bertanggungjawab kepada hukum seperti: “Wajib menjunjung tinggi

-
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hukum yang berlaku™ (Pasal 7 ayat (3) KUHAP) Ketentuan terscbut
mengahruskan polisi  untuk senanuasa dapat mempertanggungjawabkan
tindakannya kepada hukum.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa institusi kepolisian mengalam
keadaan yang unik sekaligus dilematis. Disini muncul perbedaan antara polisi
sebagai penegak hukum dengan polisi sebagai penjaga ketertiban masyarakat
(Kamtibmas). Sebagai penegak hukum polisi bertanggungjawab kepada hukum
sedangkan sebagai penjaga Kamtibmmas, ia bertanggungjawab kepada
masyarakat (pertanggungjawaban sosiologis). Menurut Rahardjo (1996:7) yang
dimaksud pertanggungjawaban sosiologis vaitu:

Masyarakat hanya mau tahu tentang pekerjaan polisi untuk menjaga
ketertiban, membongkar kejahatan, mengejar penjahat, tanpa ngin
memahami betapa polisi itu terikat kepada kendala hukum. Disamping itu,
biasanya didalam diri polisi sendin ada rasa kegetiran karena keterikannya
kepada hukum yang terkadang justru membenkan keuntungan kepada pelaku
kejahatan.

Pembangunan dalam sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem
perubahan dari dominasi penggunaan kekuatan keintelek sehingga: *“Benturan-
benturan inrerest tidak lagi diselesaikan dengan menggunakan kekuatan otot
telanjang, melainkan didorong masuk keruang sidang pengadilan. Proses tersebut
sebagai lambang intelektualisasi dan penyelenggara keadilan™ (Rahardjo, 1996:6).
Hal itu berarti, bahwa penembakan kaki Bambang Kurniawan sebagai cerminan
premanisme yamg masih tetap extst dalam penerapan hukum dan itu menujukkan
baliwa terjadi stagnasi atau bahkan flash back. Hal itu sangat disayangkan terjadi
mengingat konotasi negatif yang dapat mengarah kepada rasa benci (anti polisi),
Rasa bener rawan muncul melalui beberapa sumber (sebab). misalnya: (Suprana,
1995 3)

a. Kesenjangan antara harapan dengan kenyataan vang rawan menimbulkan
rasa kecewa;

b. Setitik nila merusak susu sebelanga;

¢. Prasangkn vang belum terbantah oleh realita;

d. Memang kebetulan mengalami pengalaman buruk.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

59

Polisi sebagai ujung tombak perubahan masyarakat selalu bergelimang
dengan berbagai tantangan sehingga: “Tidak ada perubahan vang tidak melewati
polisi” (Rahardjo, 1995:3). Polisi diharapkan mampu mengetahui undang-undang,
terlebih hal-hal yang memang berkenaan dengan tugas dan kewenangannya
Rahardjo (1996:5) mengatakan; “Undang-undang adalah cita-cita dan keinginan-
keinginan. Apabila polisi melakukan mobilisasi, maka cita-cita tersebut dapat
diwujudkan. Selama polisi tidak bertindak, maka undang-undang akan tinggal
sebagal huruf-huruf yang mati atau tanpa roh”™ Oleh karena ity, sangat
disayangkan tatkala institusi yang scharusnya menjadi promoror dalam
menegakkan hukum, malah melakukan hal-hal vang tidak dibenarkan hukum,

Tindakan dv lvar koridor hukum ini, dalam duma nyata seperti yang
dilakukan olek aparat kepolisian Mapolsek Jenggawah terhadap Bambang
Kurnawan. D1 dalam kasus tersebut telah terjadi pelanggaran prosedur yang
berlaku di lingkungan kepolisian (violations of police procedures), dalam hal ini
penggunaan senjata api scharusnya mengikuti prosedur-prosedur yang telah
ditetapkan serta dibatasi dengan syarat-syarat tertentu yang sangat limitatif (Pasal
3 dan penjelasannya Resolusi Majelis Umum PBB No. 34/169 Tanggal 17
Desember 1979 Tentang Pedoman Perilaku Petugas Penegak Hukum) Secara
ckstrim tindakan tersebut menurut Muladi, (1996:2); “Dapat dikatakan sebagai
penggunaan kekerasan yang bersifat melawan hukum (ilegal wse of force),
sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai malpraktik kepolisian
(police malpractice atau police misconduct)”,

Kehendak untuk menempatkan polisi sepenuhnya sebagai aparat penegak
hukum dapat menempatkan polisi pada kedudukan sebagai penjaga status guo
Kehadiran polisi sepenuhnya adalah untuk memjalankan dan menerapkan hukum,
Tidak ada legitimasi lain untuk polisi, kecuali sebagai aparat penegak hukum.
Oleh karena itu, pertanggungjawaban yang harus diberikannya juga semata-mata
terhadap hukum. Dalam Konteks serta pemahaman seperti itu, polisi tidak

mempunyai panggilan lain kecuali menegakkan dan menerapkan hukum


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Dipandang dari sudut kedaulatan rakyat maka gaya pemolisian seperti itu
termasuk dalam kategori yang antagonis, bukan protagonis. Menurut Rahardjo
(1996:10) mengatakan sebagai berikut:

Gaya pemolisian antagonis yaitu, polisi memposisikan dirinya berhadap-
hadapan dengan rakyat Berbeda dengan gaya tersebut, pemolisian yang
protagonis selalu ingin melihat masalah pemolisian dan posisi rakyat yang
selalu menjadi pengayom dan pelindung rakyat dan bukan semata-mata
menjadi alat pemerintah untuk menegakkan hukum.

Pilihan antagonis atau protagoms pada dasarnya selalu dihadapi oleh
polisi, karena hukum itu dirumuskan secara umum dan abstrak. Sedangkan tugas
polisi adalah tugas yang konkrit Oleh sebab itulah Rahardjo (1996:11)
mengatakan sebagai berikut:

Polisi adalah hukum yang hidup dan bukan robot dan mesin hukum. Hampir
selalu polisi 1tu harus melakukan pilihan dan karena itu boleh disebut sebagai
jury tafsir hukum in optima forma. Hakim juga menafsirkan hukum, tetapi
masih Kalah rutin dan intens dibanding polisi.

Dalam melakukan penafsiran hukum itulah, polisi dituntut untuk menjadi
yang pertama dan terdepan sebagai pihak vang mengerti hukum, karena itulah
diperlukan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) anggota kepolisian yang benar-
benar tangguh, profesional, dan unggul, karena polisi selalu dihadapkan pada
persoalan-persoalan yang pelik dan sulit vang terjadi dalam masvarakat Jika tidak
diimbangi dan di back up dengan pengetahuan dan pemahaman yang cukup maka,
jangan terkejut jika terjadi tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum,
Seperti kasus penembakan kaki Bambang Kurniawan oleh aparat kepolisian
Mapolsek Janggawah yang merupakan contoh aktual dari kurangnya pengetahuan
dan pemahaman terhadap hukum yang dapat dijadikan dasar (pertimbangan)
dalam melakukan pengambilan keputusan.

Pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum merupakan salah sat
syarat dalam penegakan hukum dengan gaya protagonis. Di samping pengetahuan
hukum, juga diperlukan syarat lair sepertic kesabaran, keberanian, dedikasi dan
komitmen kepada rakyat kecil. Atas dasar itulah maka, polisi Indonesia vang ideal
adalah: “Yang bekerja berdasarkan rumus O2H, yaitu: otak, otot, dan hati nurani™
(Rahardjo, 1996:12)

-
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Harapan mengenai polisi untuk mengemban dan menunaikan tugasnya,
praktis tersirat dalam Surat Keputusan No. Pol: Skep/213/VII/1985 Tentang Kode
Etik Kepolisian Negara R1. Di dalam kode etik tersebut terdapat Tri Brata dan
Catur Prasetya. Di dalam Tri Brata terdapat: Rastra Sewakottama (abdi utama
dan bangsa), Negara Yanottama (warga negara teladan), dan Yana Anucacana
Dharma (penjaga keselamatan pribadi rakyat). Sedangkan dalam Catur Prasetya
terdiri atas: Safya Haprabu (setia kepada negara dan pemimpin), Hanyaken
Musuhi (mengenyahkan musuh negara dan masyarakat), Gineung Pratidina
(senantiasa mengagungkan negara), dan Yan Satrisna (tidak terikat harta benda),

Kalau penulis hubungkan dengan kasus yang dialami Bambang Kurniawan
dengan pemahaman terhadap Kode Etik Kepolisian, maka tampak masih
rendahnj..ra pemahaman terhadap kode etik tersebut. Pemahaman tidak hanya
cukup dengan hanya menghafal teks yang ada, melainkan yang lebih penting
adalah mengerti dan mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata
Pemahaman ini tentunya berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM)
kepolisian, inilah yang kemudian menjadi persoalan serius dan harus segera
dicankan way out nya.

Pemahaman terhadap suatu perundang-undangan 1m juga akan
berpengaruh  terhadap  kualitas pelavanan kepada masyarakat, cara
memperlakukan tersangka, teknik melakukan penyidikan, penangkapan, hak-hak
tersangka, dan lain sebagainya. Adanya asas praduga tak berasalah (presumption
of mnocence) sebagai suatu asas hukum formal harus benar-benar dipahami
keberadannnya secara mendalam. Seorang vang disangka melakukan tindak
pidana wajib dianggap tidak bersalah pada setiap pemeriksaannya. Tersangka
sebagal orang tidak bersalah dilengkapi dengan hak-hak yang keberadaannya
dijamin dalam undang-undang.

Perlu diketahui bahwa tugas Poln adalah memerangi kejahatan, bukan
memerangl pelakunya atau orangnya. Seperti yang dikatakan Faal (199]1:73)
sebagai benkut:

Selaku alat negara dan penegak hukum, Polri berkewajiban memerangi
kejahatan tersebut (fight the crime) sedangkan pelakunya (the criminaf)
harus diperlakukan sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
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yang berlaku, dan asas praduga tak bersalah harus tetap diperlakukan
terhadap seorang tersangka dalam proses penyidikan. Didalam melakukan
tugas represif, Polisi selalu fight crime not the criminal, love humanity, help
delinquent. Oleh karena itu kepentingan hukum pelaku tindak pidana harus
selalu diperhatikan.

Tindakan aparat kepolisian Mapolsek Jenggawah yang melakukan
penembakan (kaki) Bambang Kurniawan jelas-jelas sebagai bentuk pengingkaran
terhadap asas praduga tak bersalah atau pelanggaran terhadap aturan-aturan
normatif yang bersifat formal, maupun prosedur penggunaan senjata api oleh
petugas penegak hukum. Sehingga tidaklah terlalu berlebihan apabila: “Tindakan
tersebut dinyatakan sebagai police malpractice atau police misconduct” (Muladi,
1995:2). Dengan adanya prinsip equality before the law, maka tindakan
malpmk.tik kepolisian dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum. Tentunya
dengan harapan, bahwa tindakan malpraktik semacam itu tidak terulang lagi di
masa mendatang dan juga sebagai wujud perlindungan terhadap potential victim
dan abuse of power oleh kepolisian. Di samping itu juga, Bambang Kurniawan
sebagal factual victim dan tindakan malpraktik kepolisian tersebut dapat
merasakan keadilan yang sama di depan hukum.

Berbagai kritik terhadap kinerja polisi dalam kerangka malpraktik ini,
begitu juga dalam kaitannya dengan asas praduga tak bersalzh (presumption of
innocence) sebagai salah satu cerminan penghormatan terhadap HAM, jangan
dilihat sebagai perbuatan untuk memanjakan pelaku kejahatan, sehab menurut
Muladi (1996:2) sebagai berikut;

Fungsi peradilan pidana adalah melindungi sekaligus keseimbangan berbagai
kepentingan, yakm kepentingan negara, kepentingan umum, dan kepentingan
pribadi, yang terakhir ini bisa juga kepentingan korban kejahatan, bisa pula
kepentingan tersangka atau pelaku kejahatan Praduga bersalah (presumption
of guili) harus selalu digantikan dengan asas praduga tak bersalah
(presumption of innocence)

Kasus Bambang Kurniawan sebagai cerminan belum ditegakkannya asas
praduga tak bersalas (presumption of innocence) dapat dijadikan pelajaran, betapa

pentingnya peningkatan  kualitas pendidikan Poln, schingga dalam pola
pendidikan Polri sebaiknya juga diterapkan konsep flex education, yaitu:
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Suatu pola pendidikan yang menyiapkan para anak didik untuk
mengembangklan sikap dasar yang luwes (flexible) pada waktu menjalankan
tugas pemolisian dalam masyarakat nanti, karena polisi abad ini berbeda
dengan polisi abad sebelumnya, begitu juga tantangan vang dihadapinya
(Raharjdo, 1995:25).

Hanya dengan strategi yang didasari oleh kesadaran seperti itu kita dapat
mengharapkan tampilnya polisi-polisi Indonesia yang tidak hanya berguna bagi
jaman dan masyarakatnya, melainkan juga menjadi fasilitator kehidupan
bangsanya. Pendidikan polisi Indonesia memerlukan sikap dasar “sadar
perubahan”, karena perubahan yang berlangsung intensif dan cepat itu sulit untuk

diantisipasi (Rahardjo, 1995:25).
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a. Kesimpulan
Berdasarkan permasalahan dan pembahasan yang telah penulis uraikan
pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dasar (pertimbangan) yang digunakan oleh aparat kepolisian Mapolsek
Jenggawah melakukan penembakan kaki Bambang Kumiawan tidak
berdasarkan atas kompetensi polisi dan peraturan perundang-undangan yang
ada (Resolusi Majelis Umum PBB No. 34/169 Tanggal 17 Desember 1979
Tentang Pedoman Penlaku Petugas Penegak Hukum), schingga dapat
dikategorikan sebagai pelanggaran prosedur yang berlaku di lingkungan
kepolisian (violations uf police procedures),

2. Tindakan aparat kepolisian Mapolsek Jenggawah melakukan penembakan
(kaki) Bambang Kurniawan bertentangan dengan asas praduga tak bersalah
(presumption of innocence) dan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran
terhadap norma-norma hukum pidana (violations of crimmal law) atau juga
dapat dikatakan scbagai penggunaan kekerasan yang bersifat melawan hukum
(illegal use of force), schingga dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum
(secara pidana dan perdata)

b. Saran
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka saran yang dapat penulis berikan
adalah;

I. Mengingat penggunaan senjata api (penembakan) oleh aparat kepolisian
berhubungan erat dengan hak asasi manusta yang salah satu
penjewantahannya adalah asas praduga tak bersalah, maka seharusnys
penggunaan senjata apt (penembakan tersangka) harus diatur secara
khusus dalam suatu peraturan perundang-undangan. Hal itu dimasudkan
agar penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) yang mengarah pada
police  malpractice police mr.w.'rlrrdrtc'r1 tidak terjadi serta dapat juga

64
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digunakan sebagai sarana conmtrol mechanism terhadap kinerja aparat
kepolisian terutama yang berkenaan dengan penggunaan senjata api
(penembakan tersangka) sehingga standurd of profession secara aktual
dapat benar-benar terealisasikan.

. Berdasarkan prinsip equality hefore the law, maka siapapun yang bersalah
harus diproses secara hukum supava tidak terkesan adanya diskriminasi,
dan missing link dalam penegakan hukum. Pemerintah dan aparat penegak
hukum harus mempunyai pelitical will yang kuat untuk menegakkkan
hukum dan keadilan. Di samping itu, polisi dalam memperlakukan
tersangka harus tetap memperhatikan asas praduga tak bersalah
(presumption of innocence), sehingga access (o justice dapat dinikmati
slernua warga masyarakat, bahkan tersangka sekalipun.

. Penulis sependapat dengan Rahardjo, supava pola pendidikan Poln
seharusnya menerapkan konsep flex education, mengingat dengan konsep
tersebut bisa digunakan sebagai sarana strategis guna mempersiapkan
SDM Polri menghadapi tugas yang penuh dengan perubahan dan
tantangan di masa depan.
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program SI ilmu Hukum, alamat JI. PB. Sudirman 139 Jember.,

3 Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya

T Jember, 12 Mei 2004
S ARKEPALA KEPQLISIAN RESORT JEMBER

DWI RUSDIANSYAH. SH.
- AJUN KOMISARIS F{}LISI\NRP 66040102



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Lampiran 3

ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA

MARKAS BESAR

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

_SURAT KEPUTUSAN
No. Pol: Skep/213/VIL/1985

Tentang

KODE ETIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

1. Bahwa Polri sebagai bagian integral dari Angkatan

Bersenjata Republik Indonesia, memiliki dasar jiwa
kejuangan Sapta Marga sebagai landasan profesi.

. Bahwa Tribrata sebagai falsafah Kepolisian Negara

Republik Indonesia perlu dijabarkan dalam pedoman
moral pelaksanaan tugas setiap anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia dalam wujud Kode Etik
Kepolisian Negara Republik Indonesia vang
dikristalisasikan dari nilai-nilai luhur yang terkandung
dalam Pancasila, Sapta Marga, Tribrata dan Catur
Prasetya.

. Bahwa Kode Etik Kepolisian Negara Republik

Indonesia sebagai pedoman moral pelaksanaan tugas
anggota Polri, perlu disusun dengan kalimat padat,
ringkas dan dengan bahasa yang sederhana, sehingga
mudah diterima dan dilaksanakan oleh setiap anggota
Polri dari pangkat yang tertinggi sampai dengan
pangkat yang rendah, serta dijabarkan secara terperinci
dalam butir-butir pengamalannya.

. Bahwa Kode Etik Kepolisian Negara Republik

Indonesia perlu dikembangkan secara sadar dan
berlanjut melalui  jalur pendidikan, dan jalur
kepemimpinan pada bebagai tingkat dan eselon.
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l. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 Tentang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan
Negara Republik Indonesia.

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 Tentang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara
Republik Indonesia.

3. Pengarahan Kapolri pada sarasehan tentang FEtika
Profesi Kepolisian di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian
tanggal 6 Juni 1985.

Saran-saran dan pendapat para sesepuh Polri dan peserta
sarasehan Etika Profesi Kepolisian di Perguruan Tinggi
Ilmu Kepolisian tanggal 6 Juni 1985.

MEMUTUSKAN

1. Mengesahkan Kode Etik Kepolisian Negara Republik
Indonesia beserta 17 butir penjabarannya sebagai
pedoman moral Polri,

2. Setiap anggota Polri wajib menghayati dan
melaksanakan Kode Etik Kepolisian Negara Republik
Indonesia sebagai pedoman moral baik dalam
kedinasan, maupun dalam kehidupan sehari-hari.

3. Tribrata dan catur Prasetya tidak diucapkan pada
upacara-uapacara yang diselenggarakan oleh Polri,
kecuali dalam lembaga pendidikan Polri.

4. Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia
menjadi bagian dari kurikulum pendidikan Polri, dan
diikrarkan oleh setiap lulusan pendidikan Polri sebelum
melaksanakan penugasan.

5. Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia
dijadikan salah satu tolok ukur keberhasilan
pelaksanaan tugas bagi setiap anggota Polri.

6. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
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Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 1 Juli 1985
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
ttd.

ANTON SOEDJ (0]
JENDERAL POLISI

Kepada:
Distribusi A, B. C dan D.
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ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KAPOLRI
NO.POL :SKEP213/VIV1985
TANGGAL :1JULI 1985

KODE ETIK
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Dengan bimbingan Tuhan Yang Maha Esa,

Bhakti saya kepada nusa dan bangsa selaku anggota polri insan Rastra
Sewa Kotama menjunjung tinggi dan mengamankan serta mengamalkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan membela tanah air, menegakkan hukum,
melindungi, mengayomi dan membimbing masyarakat berdasarkan tekad juang
pantang menyerah dan penagbdian luhur.

Dharma saya kepada negara dan masyarakat selaku anggota Polri insan
negara Yanottama, menjamin ketenteraman umum bagi terwujudnya
kesejahteraan masyarakat dengan penuh kepercayaan diri, rasa tanggung jawab,
disiplin, peka dan tanggap dalam tugas, berdasarkan semangat persatuan dan
kesatuan serta ketauladanan.

Saya selaku anggota Polri insan Yana Anucacanadharma, selalu waspada
dan Samapta menghadapi segala kemungikinan, mampu mengendalikan din, tidak
mengenal berhenti dalam memberantas kejahatan, meningkatkan peran serta
masyarakat dalam rangka stabilitas Kamtibmas dan kemanunggalan ABRI rakyat
bag susksesnya pembangunan nasional sesuai Amanat Pendenitaan Rakyat.

Setiep saat saya siap sedia dan sanggup melaksanakan “Bhakti Dharma

Waspada™ sesuai tuntunan hati nurani berdasarkan petunjuk Tuhan Yang Maha
Esa.

KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

tid.

ANTON SOEDJARWO
JENDERAL POLISI
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ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KAPOLRI
NO.POL :SKEP213/VIV1985
TANGGAL :1JULI 1985

PEDOMAN PENGAMALAN
KODE ETIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

I Setiap anggota Polri insan Rastra Sewakotama:

1.
2
3.
4.

5.

mengabdi kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketagwaan kepada
Tuhan Yang Maha Esa.

berbhakti demi keagungan nusa dan bangsa yang bersendikan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945, sebagai kehormatan yang tertinggi.
membela tanah air, mengamankan dan mengamalkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945 dengan tekad juang pantang menyerah.
menegakkan hukum dan menghormati kaedah-kaedah yang hidup dalam
masyarakat secara adil dan bijaksana.

melindungi, mengayomi serta membimbing masyarakat sebagai wujud
panggilan tugas pengabdian yang luhur.

II. Setiap anggota polri insan negara Janottama:

1.

Berdharma untuk menjamin ketenteraman umum bersama-sama warga
masyarakat membina ketertiban dan keamanan demi terwujudnya
kegairahan kerja dan kesejahteraan lahir batin.

Menampilkan dirinya sebagai sebagai warga negara yang berwibawa dan
dicintai oleh sesama warga negara.

Bersikap disipiln, percaya diri, tanggung jawab, penuh keikhlacan dalam
tugas, kesungguhan, serta selalu menyadari bahwa dirinya adalah warga
masyarakat di tengah-tengah masyarakar.

Selalu peka dan tanggap dalam tugas, mengembangkan kemampuan
dirinya, menilai tinggi mutu kerja keaktifan dan efisien serta menempatkan
kepentingan tugas secara wajar di atas kepentingan pribadinya.

Memupuk rasa persatuan dan kebersamaan serta kesetiakawanan dalam
lingkungan tugasnya maupun lingkungan masyarakat.

Menjauhkan diri dari sikap dan perbuatan tercela seta mempelopori setiap
tindakan mengatasi kesulitan-kesulitan masyarakat sckelilingnya.

[I. Setiap anggota polri Anucacanadharma:

l.

2.

Selalu waspada, siap sedia dan sanggup menghadapi setiap kemungkinan
dalam tugasnya.

Mampu  mengendalikan  diri  dari  setiap  perbuatan-perbuatan
penyalahgunaan wewenang,
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. Tidak mengenal berhenti memberantas kejahatan dan mendahulukan cara-
. Memelihara dan meningkatkan peranserta masyarakat dalam usaha
memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat.

. Bersama-sama komponen kekuatar pertahanan keamanan lainnya dan
peranserta masyarakat, memelihara dan meningkatkan kamanunggalan
ABRI rakyat.

. Meletakkan setiap langkah tugas sebagai bagian dan pencapaian tujuan
pembangunanan nasional sesuai Amanat Penderitaan Rakyat.

KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

ANTON SOEDJARWO
JENDERAL POLISI
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MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT UMUM

RALAT

—_SURAT KEPUTUSAN
No. Pol: Skep/213/VII/1985

I. Surat Keputusan Kapoln No. Pol: Skep/213/VIl/1985 Tanggal 1 Juli 1985
Tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat kesalahan
perlu diralat

2. Kesalahan tersebut terdapat pada Lampiran Surat Keputusan sebagai berikut:

a. Lampiran pertama; alinea 1, 2 dan 3:
Semula tertulis:
Rastra Sewa Kotama: Negara Yanottama: Yana Anucacana Dharma.

Seharusnya ditulis:
Rastra Sewakottama; Negara Yanotiama; Yana Anucacana Dharma.

b. Lampiran kedua, point [, Il dan [1I
Semula tertulis:
Rastra Sewakotama; Negara Janottama; Anucacana Dharma.

Seharusnya dinuis:
Rastra Sewakottama; Negara Yanottama; Yana Anucacana Dharma.

3. Dengan demikian maka Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/213/VII/1985
Tanggal 1 Juli 1985 telah diadakan ralat.
Dikeluarkan di: Jakarta
Pada : 13 Juli 1985
KEPALA SEKRETARIAT UMUM POLRI
Ted.

DRS. SOEDJATMIKO D
Kolonel Polisi NRP. 37070002

Kepada yth:
Distribusi A, B, C dan D
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